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Sahabat Buletin Sinergi,

Edisi ke-64 Buletin Sinergi kali ini hadir dengan tema
“Peran BPIW Mewujudkan Infrastruktur PU sebagai Enabler
bagi Pertumbuhan Ekonomi.” Melalui edisi ini, kami ingin
mengajak Sahabat untuk menelusuri bagaimana perencanaan
dan pemrograman infrastruktur berperan penting dalam
memperkuat perekonomian nasional serta mendukung
pencapaian sasaran PU 608.

Rubrik utama menyoroti bagaimana BPIW memetakan
langkah strategis dalam perencanaan dan pemrograman
infrastruktur untuk merespons arah kebijakan Kementerian PU.
Dilengkapi pula dengan rubrik Perspektif yang menghadirkan
pandangan dari empat narasumber kompeten: Muhammad
Faisal dari CORE, Sonny Harry B. Harmadi dari BPS, Niken
Aryati dari Kemenko PM, dan Moris Nuaimi dari Kementerian
Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Keempatnya menyajikan
pandangan berharga mengenai sinergi infrastruktur, penurunan
ICOR, pengentasan kemiskinan, hingga dorongan pertumbuhan
ekonomi melalui hilirisasi.

Rubrik Info Pengembangan Wilayah kali ini mengangkat tiga
bahasan menarik: green city, riverfront and heritage site, serta
sektor industri di Wilayah Metropolitan Surabaya. Sementara
itu, BPIW Muda menghadirkan tulisan dari Aziz Harunur Rasyid
yang menyoroti isu perkotaan berkelanjutan dan ketahanan
pangan di NTB.

Tak ketinggalan, rubrik reguler seperti Review Buku, Warta,
dan Bidik Lensa tetap hadir memperkaya wawasan dan menjadi
pengingat akan dinamika kegiatan BPIW. Semua rubrik ini
dirancang untuk memberikan pandangan menyeluruh tentang
kontribusi BPIW dalam mengawal pembangunan infrastruktur
yang berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi.

Semoga edisi ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua
untuk terus bersinergi dalam membangun infrastruktur yang
inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi bagi kemajuan
bangsa. Selamat membaca, Sahabat Buletin Sinergi!

Salam hormat,

(Pemimpin Redaksi)
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Topik Utama

Perencanaan & Pemrograman Infrastruktur PU
Merespon Sasaran 608

Muhammad Faisal, Ph.D.
l Direktur Eksekutif CORE Indonesia

Menekan ICOR lewat Sinergi Infrastruktur
dan Perencanaan Wilayah

PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAN

Dr. Sonny Harry B. AN PERJANJIAN KERJA SAMA
Harmadi, S.E., M.E., CRGP. | Jrontorian Betade-ymum

Wakil Kepala BPS

Mengawal Pertumbuhan Ekonomi melalui
Infrastruktur Berkualitas dan Penurunan ICOR

Niken Ariati, S.Si, M.Si
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan
Persidangan, Kemenko PM

§ Pengentasan Kemiskinan, antaran
Perubahan Pola Pikir dan Upaya Kolaborasi
Bersama

Moris Nuaimi, S.E., M
M.A.

Direktur Perencanaan Infrastruktur, BKPM
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Dari Infrastruktur ke Hilirisasi Menapaki Jalan
Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8%
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Shahnaz Acrydiena, ST., MT.
Perencana Ahli Muda, Puswil || BPIW

Pesatnya Pertumbuhan Sektor Industri di
WM Surabaya: Peran Strategis Infrastruktur
PU dalam Mendukung Keselarasan
Pertumbuhan Ekonomi dan Keberlanjutan
Lingkungan
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Boby Ali Azhari, S.T., M.Sc.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi
Kementerian PU

T Pty A | Sustainable Riverfront and Heritage Site
: ' "Mewujudkan Al Munawar yang Berbudaya,
Asri, dan Berkelanjutan”.

Dina Rachmayati, ST., MT,,
Perencana Ahli Muda, Puswil Il BPIW

Strategi Mewujudkan Green City
Metropolitan Jabodetabek

R

Aziz Harunur Rasyid, S.T
Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan
Permukiman Ahli Muda, Puswil 1l BPIW

Strategi Perkotaan Berkelanjutan dan
Ketahanan Pangan di Provinsi NTB

&

Ir. Bob Arthu
M.Sc.

Kepala BPIW, Kementerian PU
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Bob Arthur Lombogia: Ketika
Kesederhanaan dan Keterbatasan
Membentuk Karakter yang Inovatif
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EMBANGUNAN infrastruktur ada-

lah salah satu penopang utama

pertumbuhan ekonomi nasio-

nal. Namun, Pada periode pe-
merintahan saat ini, arahan Presiden
menekankan untuk Kementerian
Pekerjaan Umum tidak hanya fokus
mendorong pembangunan sektor
strategis seperti bendungan, jalan
lintas utama, hingga kawasan pa-
riwisata dan PLBN. Pembangunan
infrastruktur kini diarahkan pada
penguatan peran infrastruktur yang
telah dibangun sebagai enabler trans-
formasi ekonomi bangsa.

Kementerian PU diharapkan
mampu menghadirkan infrastruk-
tur bukan hanya sebagai wujud ba-
ngunan fisik, melainkan sebagai in-
strumen yang memastikan efisiensi
investasi, mendorong pertumbuhan,
serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat secara merata.

Sejalan dengan hal tersebut,
Menteri Pekerjaan Umum menca-
nangkan sasaran PU 608 sebagai arah
utama pembangunan infrastruktur
pada periode 2025-2029. Sasaran ini
juga sekaligus menjadi langkah stra-
tegis untuk mewujudkan visi Kemen-
terian PU “Terwujudnya Indonesia
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Maju dalam Mendukung Fondasi
Indonesia Emas 2045 melalui Penye-
lenggaraan Infrastruktur Pekerjaan
Umum yang Handal dan Berkelanjut-
an”. Melalui PU 608, ditetapkan tiga
target besar, yaitu menurunkan In-
cremental Capital Output Ratio (ICOR)
hingga di bawah angka 6, mengentas-
kan kemiskinan menuju nol persen,
dan mendorong pertumbuhan eko-
nomi mencapai 8 persen.

Selain itu, kebijakan pem-
bangunan infrastruktur periode
2025-2029 juga diselaraskan dengan
Asta Cita Presiden Prabowo yang
menekankan swasembada pangan,
energi, dan air, pengembangan ko-
nektivitas, reformasi pengelolaan
sampah, serta penghapusan kemis-
kinan ekstrem melalui peningkatan
sarana dasar pendidikan, kesehatan,
dan ekonomi. Prinsip value for mo-
ney diterapkan lebih ketat, di mana
APBN diarahkan untuk proyek stra-
tegis bernilai sosial tinggi dan pem-
bangunan di daerah tertinggal atau
rawan bencana, sementara kegiatan
yang memiliki keekonomian dido-
rong dengan pembiayaan alternatif
seperti KPBU, investasi swasta, mau-
pun kolaborasi BUMN-BUMD.

Peran BPIW Mendukung Fungsi In-
frastruktur sebagai Enabler

Badan Pengembangan Infra-
struktur Wilayah (BPIW) sebagai unit
yang berperan dalam penyusunan
kebijakan teknis, perencanaan, dan
pemrograman infrastruktur berbasis
pengembangan wilayah, memiliki
peran dalam mewujudkan infra-
struktur PU sebagai enabler pertum-
buhan ekonomi. Melalui perencana-
an yang terintegrasi lintas sektor dan
lintas wilayah, BPIW memastikan
agar setiap rupiah yang diinvesta-
sikan pada infrastruktur mampu
menghasilkan dampak maksimal
terhadap peningkatan produktivitas,
efisiensi, dan kesejahteraan masya-
rakat.

Selain itu, perencanaan dan
pemrograman yang disusun BPIW
juga tentunya menyesuaikan arah
kebijakan dengan amanat Presiden
serta sasaran strategis PU 608 yang
telah ditetapkan. Penerjemahan PU
608 dalam strategi pembangunan
jangka menengah dan panjang dila-
kukan secara bertahap dengan fokus
yang jelas pada setiap periode. Untuk
strategi 5 tahun dalam periode 2025-
2029, pencapaian PU 608 diarahkan
melalui fokus pada kawasan prioritas
berdasarkan RPJMN dan Rencana
Pengembangan Infrastruktur Wila-
yah (RPIW) ! dengan target pencapai-
an yang terukur untuk setiap sektor.

Pada sektor Sumber Daya Air,
target ketahanan air nasional ditetap-
kan meningkat secara bertahap dari
70% pada tahun 2025 menjadi 75%
pada tahun 2029. Sektor Bina Marga
menargetkan efisiensi waktu tem-
puh pada lintas utama jaringan jalan
nasional dari 1,90 jam per 100 km
pada tahun 2025 menjadi 1,70 jam
per 100 km pada tahun 2029. Sektor
Cipta Karya fokus pada peningkatan
capaian penyelenggaraan infrastruk-
tur keciptakaryaan dari 80% pada ta-
hun 2025 menjadi 92,5% pada tahun
2029. Sementara sektor Prasarana
Strategis menargetkan peningkatan
kontribusi pemenuhan sarana pra-

1RPIW Adalah dokumen teknokratik perencanaan infrastruktur Pekerjaan
Umum berbasis pengembangan wilayah yang disusun untuk 38 provinsi.



sarana dari 42,24% pada tahun 2025
menjadi 100% pada tahun 2029.
Untuk strategi jangka panjang
menuju tahun 2045, penerjemahan
PU 608 diarahkan pada transforma-
si sistemik tata kelola infrastruktur
yang mencakup integrasi teknologi
modern dan prinsip-prinsip sustai-
nable development. Strategi ini menja-
di bagian dari pembangunan fondasi
menuju Indonesia Emas 2045 de-
ngan memastikan infrastruktur tidak
hanya berfungsi secara fisik tetapi
juga mendorong transformasi eko-
nomi nasional secara berkelanjutan.

Tantangan Penyusunan Perencana-
an dan Strategi Mengatasinya
Tantangan perencanaan lima
tahun ke depan dapat dipetakan ke
dalam tiga hal: pertama, tantang-
an global seperti perubahan iklim,

revolusi teknologi, dan dinamika .,

geopolitik; kedua, tantangan inter-
nal penyelenggaraan infrastruktur
yang meliputi aspek teknis, finansi-
al, regulasi, dan kelembagaan; ser-
ta ketiga, isu sektoral konkret yang
berpotensi menghambat pencapaian
target pembangunan.

Strategi BPIW dalam mengatasi
tantangan-tantangan tersebut dimu-
lai dengan penerapan pendekatan ke-
wilayahan terpadu dengan prioritasi
kawasan berbasis RPJMN dan RPIW.
Strategi ini memungkinkan fokus
sumber daya pada kawasan-kawasan
yang memberikan dampak optimal
terhadap pertumbuhan ekonomi na-
sional. BPIW juga menerapkan trans-
formasi tata kelola yang mencakup
perencanaan terpadu, penguatan
fungsi dan kelembagaan regulator,
pengelolaan aset, operasionalisasi
yang efisien, serta penyusunan pera-
turan perundang-undangan.

Selain itu, BPIW mengimple-
mentasikan perencanaan berbasis
daya dukung lingkungan dengan
memperhatikan aspek sustainability
dalam setiap pengembangan infra-
struktur. Koordinasi lintas sektor
untuk pembangunan perkotaan ber-
kelanjutan juga menjadi kunci dalam

memastikan sinergi antar unit kerja
dalam mencapai target pembangun-
an nasional.

Wilayah Prioritas Periode 2025-
2029

Sebagaimana telah disinggung
sebelumnya bahwa penentuan ka-
wasan prioritas menjadi krusial
karena BPIW harus memastikan
pembangunan infrastruktur PU be-
nar-benar memberi daya ungkit bagi
pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan menetapkan fokus kawasan,
BPIW dapat mengarahkan investasi
infrastruktur agar lebih tepat sasar-
an, mendorong pemerataan pem-
bangunan, serta membuka peluang
pertumbuhan ekonomi baru di ber-
bagai wilayah. Langkah ini menjadi-
kan infrastruktur tidak hanya sebatas
pembangunan fisik, tetapi juga in-
strumen strategis yang menggerak-
kan ekonomi Indonesia.

Kawasan prioritas pembangun-
an infrastruktur periode 2025-2029
dibagi menjadi dua kategori. Kawa-
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Sumber: Birkom PU

san Prioritas 1 mencakup kawasan
dalam kegiatan prioritas Kementeri-
an PU serta Proyek Strategis Nasional
(PSN)/Program Hasil Terbaik Cepat
(PHTC) yang juga berstatus prioritas
di RPIW, dan tetap diprioritaskan
meskipun terjadi efisiensi anggaran.

Kawasan Prioritas 2 meliputi ka-
wasan kegiatan prioritas Kemente-
rian PU atau PSN/PHTC yang belum
berstatus prioritas di RPIW, serta
kawasan prioritas RPIW di mana
Kementerian PU berperan sebagai
kontributor. Secara tematik, fokus
pembangunan diarahkan pada 50
kawasan perkotaan (10 metropolitan,
4 calon metropolitan, dan 36 perko-
taan non-metropolitan), serta kawa-
san industri, pariwisata, pertanian,
kawasan afirmasi 3T, dan perdesaan
prioritas guna mendukung pemera-
taan pembangunan nasional.

Strategi Mengakomodir Kebutuhan

Infrastruktur yang Mendesak
Dengan arah kebijakan yang

semakin menekankan efektivitas,

3.
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apabila ada kebutuhan mendesak untuk pembangunan
infrastruktur baru, perlu melalui proses seleksi yang le-
bih ketat dan terukur. Hal ini penting agar program yang
dijalankan tidak hanya sejalan dengan visi pembangunan
nasional, tetapi juga sesuai kewenangan dan memiliki ke-
siapan implementasi yang memadai.

Pembangunan infrastruktur baru memerlukan per-
timbangan cermat terhadap tiga aspek utama, yaitu men-
dukung prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029, kewe-
nangan, dan kriteria kesiapan (readiness criteria) kegiatan.

Apabila infrastruktur yang diusulkan selaras dengan
prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029, menjadi kewe-
nangan pemerintah pusat, dan telah memenuhi seluruh
kriteria kesiapan yang disyaratkan, maka usulan tersebut
dapat dilanjutkan proses pemrogramannya oleh Direkto-
rat Jenderal teknis yang berkoordinasi dengan BPIW.

Jika infrastruktur yang diusulkan merupakan kewe-
nangan pemerintah daerah, maka usulan tersebut akan
diberikan pertimbangan dari aspek pengembangan infra-
struktur wilayah, termasuk dukungan terhadap prioritas
nasional RPJMN 2025-2029 oleh BPIW dan harus memiliki
dasar hukum (seperti Inpres, Perpres, dll). Kemudian oleh
Direktorat Jenderal teknis akan dicek pemenuhan kriteria
kesiapannya dan disesuaikan dengan prioritas pemrogra-
man di Direktorat Jenderal teknis.

Harapan Terhadap BPIW ke Depan
Dalam lima tahun ke depan, BPIW diharapkan da-

pat berperan transformasi Kementerian PU dari seka-
dar entitas teknis menjadi enabler transformasi ekonomi
nasional. Sebagai koordinator pembangunan perkotaan
berkelanjutan, BPIW dituntut mengawal pencapaian 13
indikator program prioritas pembangunan perkotaan ser-
ta meningkatkan kontribusi PDRB wilayah metropolitan
dari 44,35% pada 2025 menjadi 45,60% pada 2029. Selain
itu, peran BPIW sebagai integrator perencanaan wilayah

. SINEXG! Edisi 64

keberlanjutan, dan value for money tersebut, ke depannya

menjadi krusial untuk mencapai keterpaduan infrastruk-
tur PU sebesar 79,05% pada 2029, baik secara fisik maupun
fungsional, agar infrastruktur benar-benar mendukung
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai fasilitator transformasi ekonomi, BPIW perlu
memastikan infrastruktur berfungsi sebagai katalis bagi
investasi produktif. Infrastruktur yang dibangun tidak
hanya berorientasi pada pelayanan fisik, tetapi juga mam-
pu menarik investasi swasta, memperkuat ekosistem
bisnis, menciptakan efisiensi logistik, serta meningkat-
kan konektivitas antarwilayah. Peran ini penting dalam
mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% melalui
peningkatan daya saing wilayah dan pemerataan manfaat
pembangunan.

Lebih jauh, BPIW diharapkan dalam pengentasan ke-
miskinan dan keberlanjutan pembangunan. Infrastruktur
yang dirancang harus menciptakan multiplier effect bagi
ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta mening-
katkan produktivitas masyarakat. Pada saat yang sama,
BPIW perlu mengintegrasikan prinsip keberlanjutan me-
lalui climate resilience dan circular economy, sehingga pem-
bangunan infrastruktur tidak hanya tangguh menghadapi
perubahan iklim, tetapi juga menjadi model nasional bagi
transformasi ekonomi berkelanjutan menuju Indonesia
Emas 2045.

Seluruh peran strategis tersebut pada akhirnya ber-
muara pada pencapaian sasaran PU 608 menurunkan
ICOR, menghapus kemiskinan ekstrem, dan mendorong
pertumbuhan ekonomi 8% yang menjadi fondasi bagi
terwujudnya transformasi ekonomi nasional menuju In-
donesia Emas 2045. **(MBA)**

Referensi:
Topik utama diolah dari hasil wawancara dengan Kepala Pusat
Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW

7000
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Memahami ICOR Lewat Analogi Sederhana
ntuk memahami ICOR (Incremental Capital
Output Ratio) secara sederhana, kita bisa ilus-
trasikan dalam konteks rumah tangga atau
bisnis kecil. Ketika kita mengelola usaha, per-
tanyaan dasarnya adalah dengan modal yang kita punya,
seberapa besar keuntungan, omzet, atau penjualan yang
bisa dihasilkan? Dalam proses itu, modal yang kita kelu-
arkan tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga barang,
aset, hingga investasi yang kita tanamkan. Intinya, ICOR
mengukur bagaimana investasi yang ada mampu mendo-
rong terciptanya output sebesar-besarnya.

Jika nilai ICOR tinggi, artinya jumlah modal atau ca-
pital yang digunakan relatif lebih besar dibandingkan
dengan output yang dihasilkan. Dengan kata lain, untuk
menghasilkan satu output tertentu, dibutuhkan investasi
yang lebih besar atau lebih mahal. Konsekuensinya, biaya
yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekono-
mi menjadi jauh lebih besar. Sebaliknya, jika ICOR rendah
misalnya di angka 5, 4, atau bahkan 3 maka investasi yang
dibutuhkan lebih sedikit untuk menghasilkan pertum-
buhan yang sama. Ambil contoh sederhana, misalnya
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 1%,
dengan ICOR tinggi bisa jadi diperlukan investasi sebesar
Rp 100 triliun. Namun jika ICOR rendah, cukup dengan
Rp 50 triliun, atau bahkan Rp10 triliun saja pertumbuhan
yang sama sudah bisa dicapai.

Artinya, semakin rendah ICOR, semakin efisien suatu
perekonomian dalam mengubah investasi menjadi per-
tumbuhan. Untuk mencapainya, tentu diperlukan banyak
upaya, baik dari sisi besaran investasi maupun penciptaan
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OO . SINE=GI Edisi 64
OO °

o O

Perkembangan ICOR Ind ia Dibandingkan Negara Lain
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Keterangan:

ICOR Indonesia dihitung menggunakan proksi PMTE
ICOR Indonesia tahun 2020 tidak dapat dihitung karena pert

ekosistem yang kondusif. Dengan begitu, pertumbuhan
ekonomi yang maksimal dapat dihasilkan dari investasi
yang tersedia.

Perbandingan ICOR Indonesia dengan Negara Lain

Menarik untuk membandingkan ICOR Indonesia de-
ngan negara-negara lain. Data yang digunakan bukan data
tahunan, melainkan rata-rata tahunan per periode. Mi-
salnya, sebelum pandemi, ICOR Indonesia pada periode
2016-2019 berada di angka 6,8. Setelah pandemi, angka-
nya turun menjadi 6,2 pada periode 2022-2023. Artinya,
ada penurunan tingkat inefisiensi meskipun masih relatif
tinggi, setidaknya tren menunjukkan arah perbaikan.

Namun, kalau dibandingkan dengan negara lain, kita
masih tertinggal jauh. Vietnam, misalnya, berada di kisar-
an 4 sebelum pandemi. Setelah pandemi, ICOR Vietnam
memang sedikit naik menjadi 4,9, tapi tetap jauh lebih
baik daripada Indonesia dengan 6,2. Malaysia bahkan
menunjukkan perbaikan yang lebih signifikan. Sebelum
pandemi, ICOR Malaysia berada di 5,1. Pasca pandemi,
turun drastis menjadi 3,7, tidak sampai 4. Gap ini cukup
besar jika dibandingkan dengan Indonesia yang masih di
angka 6,2-6,3.

Artinya, upaya yang harus dilakukan Indonesia untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi jauh lebih besar dan
lebih mahal dibandingkan negara-negara tetangga. Kita
membutuhkan investasi lebih besar untuk menghasilkan
tambahan output yang setara.

Kalau dikaitkan dengan sektor Pekerjaan Umum, se-
benarnya ICOR ini tidak bisa dilihat secara sektoral saja.
Sebab, output ekonomi adalah hasil kerja lintas sektor
dan bagian dari ekosistem yang lebih luas. Memang bisa
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umbuhan PDB negatif
saja dilakukan perhitungan ICOR per  an dibelanjakan kembali, danitupun ~ belumnya sulit dijangkau, dengan

sektor, tetapi pada akhirnya, pertum-
buhan tetap merupakan hasil inter-
aksi dari berbagai faktor dan kontri-
busi lintas kementerian.

Peran Investasi Infrastruktur dalam
Mendorong Output

Kalau dikaitkan dengan tugas
pokok dan fungsi Kementerian PU,
maka ICOR bisa dilihat melalui in-
vestasi di infrastruktur. Contohnya,
ketika kita membangun satu ruas ja-
lan tol, investasi yang dibutuhkan ka-
takanlah mencapai Rp 1 triliun. Per-
tanyaannya, berapa output yang bisa
dihasilkan dari investasi sebesar itu?

Output infrastruktur dapat di-
hitung dari sisi langsung maupun
tidak langsung. Dari sisi langsung,
output muncul pada tahap kon-
struksi. Misalnya, kebutuhan
bahan material seperti aspal,
semen, baja, dan lain-lain ha-
rus disuplai dari sektor hulu.
Aktivitas ini sendiri sudah
menghasilkan output karena
membangkitkan  permintaan
terhadap bahan baku. Selain itu,
ada juga penyerapan tenaga kerja.
Upah yang diterima pekerja kemudi-

tercatat sebagai output dalam pereko-
nomian. Pasca konstruksi, masih ada
aktivitas pemeliharaan (maintenance)
yang terus memberikan kontribusi
pada output langsung.

Namun, output dari infrastruk-
tur tidak berhenti sampai di situ.
Tujuan utama pembangunan jalan
tol adalah memperlancar konekti-
vitas. Ketika jalur distribusi barang
dan jasa menjadi lebih lancar dan
murah, otomatis aktivitas produksi
dan konsumsi meningkat. Misalnya,
sebuah daerah penghasil kopi
yang se-

Jika nilai ICOR tinggi,

artinya jumlah modal atau
capital yang digunakan
relatif lebih besar diband-

ingkan dengan output
yang dihasilkan.

adanya jalan tol, distribusi kopi men-
jadi lebih cepat dan murah, sehingga
permintaan meningkat. Naiknya
permintaan otomatis mendorong
peningkatan produksi di sektor pri-
mer, yaitu perkebunan kopi.

Efeknya kemudian menyebar ke
sektor lain, seperti jasa transportasi
tumbuh karena distribusi mening-
kat, perdagangan kopi berkembang,
dan ketika kopi dipasok ke industri
pengolahan di daerah lain, nilainya
bertambah (added value). Industri
manufaktur yang memanfaatkan
bahan baku kopi ini menciptakan
multiplier effect yang jauh lebih besar,
bahkan bisa berkali-kali lipat diban-
dingkan output awal di sektor kon-
struksi.

Artinya, semakin tinggi nilai
tambah yang tercipta dari kegi-
atan manufaktur yang berkem-
bang berkat adanya infrastruk-
tur, semakin tinggi pula output
yang dihasilkan. Dari sinilah
investasi infrastruktur dapat
berperan strategis dalam menu-
runkan ICOR dan meningkatkan
efisiensi pertumbuhan ekonomi.
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(ICOR 6 Kemiskinan 0 Pertumbuhan Ekonomi 5)

Investasi adalah motor
i utama pertumbuhan
ekonomi, namun yang
terpenting adalah
efisiensinya dalam
menghasilkan output atau
pertumbuhan nyata.

Peran BPIW dalam Menurunkan ICOR melalui Perenca-
naan Wilayah
Kita tidak bisa hanya berhenti pada tahap memba-
ngun jalan tol atau infrastruktur fisik saja. Kalau ingin
output yang dihasilkan maksimal, sebelum infrastruktur
dibangun, perlu dipikirkan bagaimana pusat-pusat per-
tumbuhan ekonomi di sekitarnya bisa benar-benar tum-
buh. Nah, di sinilah peran BPIW menjadi penting.
Pembangunan infrastruktur seharusnya dilakukan by
design, bukan sekadar membangun dan berharap nanti-
nya aktivitas ekonomi akan tumbuh dengan sendirinya.
Memang benar, seiring waktu pertumbuhan itu akan
terjadi, tetapi kalau tidak diarahkan sejak awal, hasilnya
tidak akan sebesar jika ada perencanaan yang matang.
Dengan perencanaan wilayah yang terintegrasi, per-
tumbuhan ekonomi bisa muncul lebih cepat,
lebih kuat, dan lebih berkelanjutan.
BPIW memiliki peran strategis
dalam menyiapkan strategi pe-
rencanaan tersebut. Pertama,
dengan mengidentifikasi infra-
struktur apa saja yang sudah
ada di masing-masing daerah.
Kedua, memastikan bagaima-
na infrastruktur itu bisa di-
manfaatkan bukan hanya un-
tuk konsumsi, tetapi lebih jauh
lagi untuk mendorong kegiatan
ekonomi dan produksi. Fokusnya
adalah mencari sektor mana yang
paling potensial untuk didorong, lalu
melihat bottleneck apa yang masih meng-
hambat. Dari situ, bisa dirancang infrastruktur
pendukung apa yang perlu dibangun, serta siapa saja mit-
ra pemerintah maupun swasta yang perlu dilibatkan.
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»

Efisiensi investasi sangat penting
dalam pembangunan
infrastruktur. Kementerian PU
harus memastikan setiap rupiah
menghasilkan dampak
- maksimal bagi pertumbuhan

ekonomi, kesejahteraan, dan
produktivitas.

»

Pendekatan ini menuntut kolaborasi lintas sektor dan
lintas aktor. BPIW tidak bisa bekerja sendiri, tetapi menja-
di enabler yang menghubungkan perencanaan infrastruk-
tur dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di daerah.
Dengan begitu, investasi yang sudah dikeluarkan tidak
berhenti sebagai proyek fisik, melainkan benar-benar
menjadi penggerak ekonomi yang konkret, menumbuh-
kan sektor produksi, membuka lapangan kerja, dan pada
akhirnya menurunkan nilai ICOR secara nasional.

Saya yakin BPIW sudah memiliki peta infrastruktur
dan potensi wilayah di banyak daerah. Tinggal bagaimana
peta itu dievaluasi, dipadukan dengan strategi, dan diim-
plementasikan dalam program yang nyata. Dengan begi-
tu, setiap pembangunan infrastruktur bisa menghasilkan

efek berganda (multiplier effect) yang lebih maksimal,

efisien, dan berkontribusi langsung pada per-
tumbuhan ekonomi.

Peluang dan Strategi Pencapaian
Target ICOR< 6
Target ICOR di bawah angka
6 bukanlah sesuatu yang mus-
tahil. Pengalaman Indonesia
pada periode sebelumnya bah-
kan pernah mencatatkan ICOR
pada kisaran 5 koma sekian.
Artinya, dengan strategi yang
tepat dan Kkonsistensi pelaksa-
naan, penurunan ICOR masih
sangat mungkin untuk diwujudkan.
Namun demikian, pencapaian tar-
get tersebut sangat bergantung pada effort
kolektif dan arah kebijakan yang benar-benar
menyasar faktor-faktor utama penyebab kenaikan ICOR.
Upaya yang diperlukan meliputi:



ICOR mengukur jumlah
investasi yang dibutuhkan
untuk menambah satu unit

output (PDB/PDRB).
Semakin rendah ICOR,
semakin efisien
investasinya.

Sumber: Badan Pusat Statistik

Optimalisasi Tingkat Utilisasi
Infrastruktur

Infrastruktur yang telah diba-
ngun harus dioptimalkan pe-
manfaatannya, tidak sekadar
selesai secara fisik. Misalnya,
pembangunan jalan tol perlu
disertai dengan perencanaan
kawasan yang mampu mendo-
rong tumbuhnya pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi baru di
sekitarnya.

Reformasi Kelembagaan
Diperlukan penguatan koordi-
nasi antar lembaga agar pem-
bangunan tidak berjalan par-
sial, melainkan terintegrasi.
Kelembagaan yang solid akan
mengurangi tumpang tindih dan
mempercepat penciptaan nilai
tambah dari infrastruktur yang
ada.

3. Integrasi Perencanaan Pemba-
ngunan
Pembangunan infrastruktur
harus benar-benar sinergis an-
tarsektor di internal sendiri dan
terhubung dengan strategi pe-
ngembangan wilayah. Dengan
integrasi tersebut, infrastruktur
tidak hanya berfungsi sebagai
konektivitas, tetapi juga mampu
memberikan push up bagi mun-
culnya pusat pertumbuhan baru.

Jadi, kuncinya ada pada usaha
yang konsisten, strategi yang tepat,
serta fokus pada penyelesaian ham-
batan-hambatan struktural, target
ICOR di bawah 6 diyakini dapat dica-
pai dan menciptakan multiplier effect
yang lebih kuat. (**)

Sumber: Dokumen Penulis
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ONSEP Incremental Capital Out-
put Ratio (ICOR) pada awal-
nya dikembangkan oleh Sir
Roy Harrod (1939) dan Evsey
Domar (1946) untuk menunjukkan
kaitan antara kapital dengan output.
Secara matematis, ICOR dihitung se-
bagai rasio antara perubahan output
dengan perubahan kapital. Namun,
perubahan kapital seringnya diap-
roksimasikan dengan Pembentukan
Modal Tetap Bruto (PMTB) atau in-
vestasi dalam bentuk aset tetap. Oleh
karena itu, ICOR dapat diinterpreta-
sikan sebagai jumlah investasi yang
dibutuhkan untuk menciptakan satu
unit tambahan output setiap tahun di
masa yang akan datang. Misalnya,
ICOR sebesar 6 berarti untuk me-
ningkatkan output satu satuan diper-
lukan investasi sebesar 6 satuan.
Berdasarkan formula penghi-
tungannya, ICOR ditentukan oleh
nilai investasi dan nilai perubahan




PAKATAN BERSAMA
KERJA SAMA

rjiaan Umum

t S gisti’

output. Jika nilai investasi relatif besar, namun perubahan
output relatif kecil, akan diperoleh ICOR yang relatif besar
sehingga investasi yang dilakukan dianggap tidak efisien.
Kondisi ideal ialah dengan nilai investasi yang relatif ke-
cil dapat meningkatkan output secara signifikan. Meski-
pun demikian, perlu menjadi catatan bahwa perubahan
output tidak hanya dipengaruhi oleh investasi, tetapi juga
faktor lain seperti tenaga kerja dan teknologi. Oleh karena
itu, perlu kehati-hatian dalam penggunaan ICOR karena
tenaga kerja, teknologi, dan faktor lain diasumsikan tetap.

Dengan demikian, meskipun ICOR dapat menjadi
indikator awal untuk menilai efisiensi investasi, analisis
yang lebih mendalam tetap diperlukan agar hasilnya tidak
keliru. Salah satu caranya adalah dengan melihat bagai-
mana investasi benar-benar memberi kontribusi pada
berbagai sektor ekonomi. Dalam pembangunan nasional,
hal ini sangat penting karena investasi infrastruktur, khu-
susnya yang dilakukan Kementerian PU, berdampak luas.
Dampaknya tidak hanya menambah output secara keselu-
ruhan, tetapi juga memengaruhi susunan perekonomian
dan produktivitas di banyak bidang usaha.

Dampak Infrastruktur PU pada Lapangan Usaha
Konsep ICOR hanya dapat dimaknai secara utuh apa-

Sumber: Kompu BPIW

bila dikaitkan dengan dampak nyata investasi, khusus-
nya pada pembangunan infrastruktur. Di sinilah peran
Kementerian PU menjadi krusial, karena seperti telah
disinggung di atas, bahwa infrastruktur yang dibangun
tidak hanya mendorong output, tetapi juga membentuk
struktur perekonomian melalui kontribusinya terhadap
berbagai lapangan usaha.

Infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PU
dapat berdampak terhadap berbagai lapangan usaha baik
pada tahap pembangunan maupun pada tahap operasi.
Pada tahap pembangunan, proyek infrastruktur ber-
dampak terhadap peningkatan aktivitas lapangan usaha
konstruksi. Pada tahap operasi, infrastruktur diharapkan
dapat menciptakan peningkatan output yang signifikan
sehingga investasi yang dilakukan efisien. Namun, jika
pembangunan infrastruktur memerlukan waktu penyele-
sajan yang relatif lama atau bahkan mangkrak, investasi
menjadi tidak efisien karena infrastruktur belum atau
bahkan tidak menghasilkan output.

Pada tahap operasi, lapangan usaha yang terdampak
bergantung terhadap jenis infrastrukturnya, meskipun
dari sisi kepemilikan, semua infrastruktur yang dibangun
oleh Kementerian PU dicatat pada lapangan usaha Admi-
nistrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
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Wajib. Misalnya, infrastruktur jaringan irigasi berdampak
terhadap lapangan usaha pertanian. Namun, identifikasi
lapangan usaha tunggal untuk infrastruktur bendungan
menjadi lebih rumit karena bendungan dapat dimanfa-
atkan untuk beberapa sektor misalnya ketahanan irigasi,
pariwisata, dan pengembangan energi tenaga air. Oleh
karena itu, untuk mengidentifikasi lapangan usaha dari
semua proyek infrastruktur Kementerian PU serta untuk
menghitung nilai investasi dan ICOR menurut lapangan
usaha, diperlukan kajian dan diskusi antara Kementerian
PU, BPS, dan stakeholder terkait.

Melalui kajian tersebut, dapat diidentifikasi lapangan
usaha mana yang paling strategis untuk diperkuat sehing-
ga investasi infrastruktur benar-benar memberikan dam-
pak optimal bagi perekonomian. Lapangan usaha yang
memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian, efek
pengganda kuat, ketergantungan tinggi terhadap infra-
struktur, dan penyerapan tenaga kerja besar tentu harus
menjadi list prioritas untuk didukung oleh Kementerian
PU.

Strategi Menurunkan ICOR
Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menu-
runkan nilai ICOR, di antaranya:

1. Perlu dilakukan akselerasi pembangunan infrastruk-
tur, perencanaan yang matang, diversifikasi sumber
pembiayaan, dan perkuat tata kelola proyek.
Pembangunan infrastruktur yang tepat guna agar me-
ningkatkan produktivitas dan efisiensi kegiatan usaha.

2. Sebagai contoh, Belanda memodernisasi Pelabuhan
Rotterdam menjadi pelabuhan pintar berbasis Internet
of Things (10T), Artificial Intelligence (AI), dan kolaborasi
cloud yang memungkinkan operasi crane tanpa awak,
pemeriksaan dan pemeliharaan perbantuan Augmen-
ted Reality (AR), serta optimalisasi logistik se-
hingga secara signifikan meningkatkan
efisiensi pelabuhan, mengurangi
waktu tunggu kapal, dan mening-
katkan produktivitas pekerja.

3. Meningkatkan kualitas dan
kemantapan infrastruktur
Kualitas infrastruktur yang
baik, seperti jalan yang
mantap, jaringan irigasi
yang andal, serta pelabuh-
an dan logistik yang efisien,
secara langsung mendorong
peningkatan  produktivitas
sektor-sektor ekonomi di suatu
wilayah. Infrastruktur yang terpe-
lihara dan berfungsi optimal menu-
runkan biaya produksi, distribusi, serta
waktu tempuh, sehingga mempercepat arus
barang, jasa, dan tenaga kerja. Hal ini membuat aktivi-

L SINEXGI Edisi 64

tas ekonomi lebih efisien dan output sektor meningkat,
yang pada akhirnya meningkatkan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) wilayah tersebut secara signi-
fikan. Selain itu, infrastruktur yang baik juga memper-
luas akses pasar dan mendorong spesialisasi produksi,
memperkuat daya saing daerah dalam skala nasional
maupun global. Dapat disimpulkan bahwa semakin
baik kualitas dan keterpeliharaan infrastruktur, maka
semakin efisien investasi yang dilakukan, dan sema-
kin kecil ICOR yang dihasilkan.

Selain itu, ketersediaan dan kualitas infrastruktur juga
menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan
investor dalam menentukan lokasi investasi. Infrastruk-
tur yang lengkap dan berkinerja baik seperti akses jalan
ke kawasan industri, pasokan energi yang stabil, serta
konektivitas digital menurunkan risiko operasional dan
biaya logistik, sehingga meningkatkan kelayakan finan-
sial suatu proyek. Wilayah dengan infrastruktur yang
siap pakai cenderung lebih cepat menyerap Penanaman
Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN), dan mampu mengaktivasi kawasan eko-
nomi yang sudah dibangun namun sebelumnya belum
termanfaatkan optimal. Dengan demikian, infrastruktur
berkualitas bukan hanya menarik investasi baru, tetapi
juga mempercepat realisasi investasi dan menciptakan
efek pengganda terhadap perekonomian setempat.

Dari perspektif BPS sendiri, karena pentingnya kuali-
tas infrastruktur dalam peningkatan PDRB dan investasi
berdasarkan penjelasan di atas, maka diperlukan statistik
stok infrastruktur yang telah mempertimbangkan penyu-
sutan serta diperlukan informasi mengenai kondisi kuali-
tas infrastruktur.

Mengawal Pertumbuhan Ekonomi yang Sehat
Agar pertumbuhan ekonomi tidak ha-
nya tinggi, tetapi juga berkelanjutan

dan berkualitas, perlu dimonitori in-

dikator utama yang mencermin-

kan dimensi kesejahteraan dan

keberlanjutan ~ sebagaimana

ditekankan dalam Well-Being

Framework. Misalnya, kerang-

ka yang dikembangkan oleh

Organization  for  Economic

Co-operation and Development

(OECD) mencakup dimensi well-

being saat ini (current well-being)

dan well-being masa depan (future

wellbeing). Dimensi well-being saat

ini mencakup pendapatan dan kekaya-

an, pekerjaan dan kualitas kerja, kesehat-

an, pendidikan dan keterampilan, keseimbangan
kehidupan-kerja, hubungan sosial, keterlibatan sipil dan



ICOR Indonesia Sektor Barang dan Jasa

SEKTOR BARANG SEKTOR JASA

Lapangan Usahns 2018 2030 g ral 2022 Lapangan Usahn 2018 2010 20 022

Konstruksi 2,32 > 4,40 6,58 Penyediaan Akomodasi Makan Minurm 3,83 - 825 2,03

Industri Pengolahan o,03 - g,82 7.01 Transportasi don Pergudangan BA43 . 11,99 08

Pertambangan dan 10,39 : 10,47 5.4 Infoemasi dan Komunikes! 2,80 229 349 30

Panggalian Pardagangan Besar don Eceran: Repamsi 3,80 ’ 406 333

Pangadann Listrik 23,97 - 13,28 9,98 Mobil dan Sepeda Motod

dantes Jasa Parusahann 3,07 . 43,08 388

Pamanian, B.B3 17,52 16,41 13,78

Kehutanan, dan lasn lpinnya 4,79 - 20,54 4,36

Payikanan Jasa Keuangan dan Asuransi 188 363 736 618

Pangadasn Alr, 41,60 53,07 52,63 75,54 )

Pengelolasn Sampah lasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Az 438 441 15,37
Administras Pemenintsh, Pertahanan, dan 14,22 - - 23.83

Jaminan Sesial Wajih

Saktor konstnuksi menspakan sekior yang relatif paling efisien
dibandingkan saktor barang lainnya yang dproduksi oleh swasta.

tata kelola, keamanan pribadi, kondisi perumahan, kuali-
tas lingkungan, serta well-being subjektif. Sementara itu,
untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang, perlu
diawasi modal-modal yang menopang well-being masa
depan seperti modal alam (misalnya emisi karbon dan
kualitas udara), modal manusia (pendidikan dan kesehat-
an), modal sosial (kepercayaan dan kohesi sosial), serta
modal ekonomi (infrastruktur dan aset produksi). Peman-
tauan indikator-indikator ini secara holistik penting agar
pertumbuhan ekonomi tidak hanya mendorong output,
tetapi juga memperkuat kualitas hidup masyarakat dan
keberlanjutan lintas generasi.

Infrastruktur juga memainkan peranan penting da-
lam mendukung berbagai dimensi well-being tersebut.

Jasa Pendidikan 4,55 8,54 20413 4188

Imvestasi Kementarian PU berkontribusi pada ICOR Administrasi PFemerintah.

Sumber: Badan Pusat Statistik

Infrastruktur transportasi dan digital, misalnya, mening-
katkan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan la-
yanan kesehatan, sehingga berkontribusi langsung pada
dimensi pekerjaan dan kualitas kerja, pendidikan dan
keterampilan, serta kesehatan. Infrastruktur perumahan
dan sanitasi mendukung kondisi tempat tinggal. Di sisi
lingkungan, infrastruktur ramah lingkungan seperti sis-
tem transportasi massal, pengolahan limbah, dan energi
terbarukan berperan penting dalam menjaga kualitas
lingkungan hidup, yang menjadi bagian dari well-being
saat ini sekaligus modal alam untuk generasi mendatang.
Dengan demikian, infrastruktur tidak hanya menopang
aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi fondasi strategis
dalam meningkatkan kualitas hidup suatu negara. (**)

B o
Sumber: Dokumen Penulis
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Perspektif

ma dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subian-

to. Melalui Program Asta Cita, Presiden menegaskan
komitmen untuk mengurangi kesenjangan dan memper-
kuat pemerataan ekonomi sebagai bagian dari tujuh prio-
ritas strategis yang menjadi arah pembangunan nasional
lima tahun kedepan.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, pe-
merintah menargetkan penurunan angka kemiskinan ek-
strem hingga 0 persen pada tahun 2026 dan kemiskinan di
bawah 5 persen pada tahun 2029. Berdasarkan hasil Survei
Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), pada Bulan Maret ta-
hun 2025, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 8,47 persen,
lebih rendah dari 8,58 persen pada September tahun 2024
sedangkan kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 0,85%, di
mana sebelumnya tercatat 1,13% pada September 2024.

Presiden Prabowo optimistis bahwa percepatan peng-
entasan kemiskinan dapat dicapai melalui program-pro-
gram prioritas yang menyentuh akar persoalan utama
mulai dari peningkatan daya beli masyarakat, pengurang-
an ketimpangan antarwilayah, hingga penguatan kualitas
sumber daya manusia (SDM).

Dalam membangun visi Indonesia Maju menuju In-
donesia Emas 2045, pemberdayaan masyarakat menja-
di pilar penting dalam memastikan kesejahteraan yang
merata dan berkelanjutan. Sejalan dengan visi tersebut,
dibentuk Kementerian Koordinator Bidang Pemberdaya-
an Masyarakat yang memiliki mandat untuk memperkuat
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di
bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Pembentukan kementerian ini menjadi langkah stra-

PENGENTASAN kemiskinan menjadi salah satu fondasi uta-

o O

0G0~ 0o
l@)

O =0 (@]
(@]

. SINEXG! Edisi 64

A R T A

tegis dalam mengakselerasi pelaksanaan agenda Asta Cita,

khususnya dalam mendorong pemberdayaan masyarakat
sebagai fondasi pengentasan kemiskinan dan pemerataan
ekonomi nasional.

Tantangan Penurunan Tingkat Kemiskinan Nasional

Pengentasan kemiskinan Indonesia merupakan se-
buah perjalanan panjang. Namun, capaian dari masa ke
masa menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.
Pada periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono tahun 2004 hingga 2009, target penurunan
kemiskinan ditetapkan sebesar 8,2 persen namun realisa-
sinya masih berada di kisaran 14 persen. Di bawah kepe-
mimpinan beliau periode kedua, target yang lebih realistis
ditetapkan di angka 9 persen dengan capaian akhir sekitar
11 persen.

Memasuki periode pemerintahan Presiden Joko Wi-
dodo, target penurunan kemiskinan ekstrem ditetapkan
pada angka 7 persen, namun hingga akhir masa jabatan,
tingkat kemiskinan nasional masih berada di angka 9 per-
sen. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan untuk men-
capai kemiskinan 0 persen masih sangat besar, terutama
karena pertumbuhan penduduk yang terus meningkat
dan berpengaruh terhadap persentase kemiskinan.

Upaya penanggulangan kemiskinan menjadi lebih
terarah ketika Presiden Prabowo Subianto menindak-
lanjuti tantangan ini dengan Instruksi Presiden Nomor
8 Tahun 2025 tentang tentang Optimalisasi Pelaksanaan
Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan
Ekstrem. Melalui kebijakan ini, angka kemiskinan ek-
strem ditargetkan mencapai 0 persen pada tahun 2026



dan angka kemiskinan absolut ditekan hingga 4,5-5 persen
pada tahun 2029.

Instruksi Presiden ini diterbitkan karena pemerintah
menyadari bahwa penurunan kemiskinan membutuhkan
strategi yang lebih adaptif, terukur, dan kolaboratif lintas
sektor. Langkah ini tidak hanya bertujuan menurunkan
angka kemiskinan secara statistik, tetapi juga memastikan
bahwa masyarakat berdaya secara ekonomi dan sosial.

Intervensi Percepatan Pengurangan Kemiskinan

Dalam upaya mewujudkan target pengentasan kemis-
kinan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan
Masyarakat menjalankan peran strategis sebagai koordi-
nator lintas kementerian dan lembaga dalam penanggu-
langan kemiskinan.

Sejalan dengan komitmen pemerintah untuk me-
nuntaskan kemiskinan di Indonesia, ada 3 strategi utama
dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, meliputi
pengurangan beban pengeluaran masyarakat, pening-
katan pendapatan masyarakat, serta penghapusan kan-
tong-kantong kemiskinan.

Pada aspek pertama, pemerintah terus memperku-
at berbagai program bantuan sosial dan subsidi, seperti
Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, serta
subsidi energi dan pendidikan. Namun, bantuan sosial ti-
dak dapat menjadi instrumen permanen.

Melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberda-
yaan Masyarakat, Presiden Prabowo menunjukkan cara
pandang yang berbeda untuk mengentaskan kemiskinan
yakni pemberdayaan masyarakat. Bantuan sosial idealnya
tidak lagi diberikan secara terus menerus, namun perlu

'lri
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Persawahan
Mendukung
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Pangan

Sumber: Birkom PU

menciptakan ekosistem yang mendorong masyarakat le-
bih mandiri dan aktif.

Pemerintah mulai mendorong transformasi dari
bantuan sosial menuju pemberdayaan ekonomi. Salah
satunya melalui penguatan program padat karya di ber-
bagai kementerian teknis seperti Kementerian Peker-
jaan Umum, Perhubungan, Pertanian, dan Kelautan.
Proyek-proyek infrastruktur diarahkan agar menyisih-
kan sebagian anggarannya untuk kegiatan padat karya,
sehingga membuka lapangan kerja dan meningkatkan
pendapatan masyarakat.

Berbagai program penguatan ekonomi lokal juga di-
kembangkan, misalnya mendorong Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM), koperasi merah putih, dan Ba-
dan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar masyarakat tidak
hanya menerima bantuan, tetapi juga mampu mencipta-
kan sumber penghasilan mandiri.

Selain aspek ekonomi, terjadi reformasi data yang
dapat digunakan untuk mendukung perencanaan berba-
sis spasial, yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
(DTSEN). Sebagai walidata DTSEN, Kemenko PM telah
mengembangkan dashboard agregat DTSEN yang menam-
pilkan sebaran wilayah kantong kemiskinan dan kondisi
infrastrukturnya.

Dashboard ini dapat diakses publik melalui pember-
dayaan.go.id dan berfungsi sebagai alat bantu bagi peme-
rintah daerah dan kementerian teknis untuk menyusun
program bersama di wilayah yang paling membutuhkan.

Meskipun demikian, tantangan terbesar terdapat
pada perubahan pola pikir masyarakat. Banyak keluar-
ga penerima bantuan sosial yang sudah bertahun-tahun
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bergantung pada program, bahkan menjadikannya pola
hidup turun-temurun. Karena itu, kami mendorong ada-
nya pendampingan dan edukasi agar masyarakat mulai
beralih dari ketergantungan menuju kemandirian.

Sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat yang
ingin mandiri, pemerintah juga menyiapkan berbagai in-
sentif untuk meningkatkan kapasitas pendapatan, seperti
subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), penghapusan
tunggakan pinjaman mikro, serta dukungan akses pembi-
ayaan bagi calon pekerja migran dan pelaku usaha kecil.
Selain itu, program Sekolah Rakyat dan makan bergizi
gratis juga dipandang sebagai langkah strategis untuk me-
nekan pengeluaran rumah tangga dan menjaga daya beli
masyarakat miskin. Pada akhirnya, pengentasan kemis-
kinan merupakan suatu program yang seharusnya dapat
dipahami bersama dan hanya dapat dicapai melalui kola-
borasi lintas sektor.

Peranan Infrastruktur PU dalam Pengentasan Ke-
miskinan

Pembangunan infrastruktur berperan penting dalam
pengentasan kemiskinan. Tidak hanya berfungsi sebagai
sarana fisik, infrastruktur juga berfungsi sebagai peng-
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ungkit sosial ekonomi yang meningkatkan kualitas hidup
dan produktivitas masyarakat.

Daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan rendah
umumnya merupakan wilayah yang memiliki fasilitas dan
infrastruktur yang memadai, mulai dari akses transporta-
si, ketersediaan perumahan layak huni, hingga jaringan
air bersih dan sanitasi yang baik. Sebaliknya, keterbatasan
sarana tersebut sering kali menjadi penyebab utama ting-
ginya tingkat kemiskinan di suatu wilayah.

Status kesejahteraan masyarakat diukur melalui pem-
bagian desil di DTSEN, yang salah satunya ditentukan oleh
kepemilikan dan kualitas aset. Aset berupa rumah yang
layak, akses terhadap air bersih, dan fasilitas sanitasi me-
rupakan indikator penting dalam menentukan apakah
seseorang tergolong miskin atau tidak. Dengan demikian,
infrastruktur dasar berperan langsung dalam menentu-
kan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pemerataan infrastruktur juga menjadi poin penting
dalam menghapus kantong-kantong kemiskinan. Wila-
yah dengan infrastruktur memadai cenderung memiliki
tingkat partisipasi ekonomi yang lebih tinggi karena ma-
syarakat dapat mengakses pasar, pendidikan, dan layanan
dasar dengan lebih mudah.



Upaya Kolaborasi Lintas Sektor

Dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Ta-
hun 2025, dibuka kesempatan yang luas bagi sektor swas-
ta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD), dan lembaga filantropi. Semua sektor
diarahkan untuk memiliki tujuan dan strategi yang sama
yaitu mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin.
Adanya DTSEN menjadi dasar penting bagi penyusunan
kebijakan tersebut. Dengan dasar data yang sama, pro-
gram lintas kementerian dan lembaga juga dapat dikon-
vergensikan secara lebih optimal.

Saat ini telah ditetapkan 8 Provinsi Prioritas yang
menjadi fokus intervensi karena menampung sekitar
65,84 persen total penduduk miskin di Indonesia. Provin-
si tersebut meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat,
Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan,
Lampung, dan Banten. Fokus pada provinsi berpenduduk
padat mampu memberikan dampak penurunan persen-
tase kemiskinan nasional yang signifikan.

Sinergi dengan kementerian teknis, terutama Kemen-
terian Pekerjaan Umum, menjadi sangat erat dalam kon-
teks pengentasan kawasan kumuh dan peningkatan ku-
alitas permukiman. Program seperti Kota Tanpa Kumuh

Sumber: Birkom PU

(KOTAKU), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis
Masyarakat (Pamsimas), dan Sanitasi Berbasis Masyara-
kat (Sanimas) merupakan contoh nyata kontribusi sektor
infrastruktur terhadap agenda penghapusan kemiskinan
ekstrem.

Dalam hal pemantauan dan evaluasi, Kemenko PM
menempatkan dashboard penghapusan kemiskinan ek-
strem sebagai instrumen utama untuk mengukur capaian
lintas kementerian dan lembaga. Dashboard ini menam-
pilkan peta daerah prioritas beserta rencana aksi yang
harus dilaksanakan oleh 45 kementerian/lembaga, sesuai
dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana dia-
manatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.

Melalui mekanisme ini, seluruh rencana aksi yang
telah disepakati dipantau secara berkala dan hasilnya dila-
porkan kepada Presiden setiap enam bulan sekali.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap output
kegiatan kementerian dan lembaga memberikan outcome
nyata terhadap penurunan angka kemiskinan.**(Mut)**
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N EMERINTAH Indonesia berupaya mempercepat laju per- Diten ga h terbatas

tumbuhan ekonomi hingga 8% dalam lima tahun

mendatang. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/

BKPM merupakan suatu lembaga instansi Pemerin-
tah yang bertugas mengawal keberlangsungan dan pen-
capaian kegiatan investasi di Indonesia. Dengan meng-
emban amanat tugas tersebut, Kementerian Investasi dan
Hilirisasi /BKPM bergerak cepat melakukan berbagai upa-
ya dan terobosan dalam pengawalan kegiatan investasi da-
lam upaya untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Untuk itu, diperlukan investasi dalam jumlah besar
untuk mendorong produktivitas ekonomi, yakni sebesar
Rp 13.033 triliun pada periode 2025-2029 dengan rata-rata
pertumbuhan investasi sebesar 16,67% per tahun. Ke-
menterian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menjalankan sa-
lah satu strategi dalam mencapai target investasi tersebut
yaitu dengan mendorong investasi hilirisasi di sektor-sek-
tor strategis yang memiliki potensi terbesar untuk men-
dorong pertumbuhan ekonomi seperti sektor hilirisasi,
energi baru terbarukan, industri pertanian dan pangan,
kesehatan, pendidikan, ekonomi digital, hingga industri
manufaktur yang berorientasi ekspor. Upaya mendorong
investasi tersebut haruslah didukung dengan infrastruk-
tur yang memadai dan merata di seluruh wilayah Indo-
nesia.

Dengan adanya infrastruktur yang memadai tersebut
baik secara langsung maupun tidak langsung akan men-
ciptakan ketangguhan dalam mendukung pengembangan
dan keberlangsungan investasi. Dukungan infrastruktur
dapat membantu penciptaan pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi baru yang tersebar di berbagai wilayah Indo-
nesia sehingga dapat meningkatkan perekonomian tidak
hanya secara nasional namun juga di daerah. Infrastruk-
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tur dasar yang sudah terbangun seperti jalan, jembatan,
pembangkit listrik, suplai air, pelabuhan, bandar udara,
dan jaringan logistik— juga menjadi fondasi dalam mem-
percepat realisasi investasi di sektor-sektor tersebut.

Lebih jauh, investasi di sektor infrastruktur sendi-
ri memiliki efek ganda pada tahap pembangunan akan
menyerap tenaga kerja secara masif di bidang konstruk-
si, material, dan jasa pendukung; sementara setelah in-
frastruktur beroperasi, akan menurunkan biaya logistik,
memperluas akses pasar, dan meningkatkan kepastian
pasokan energi. Dampak berlapis inilah yang membuat
investasi infrastruktur menjadi pengungkit langsung bagi
pertumbuhan ekonomi dan kunci untuk mencapai target
8% secara berkelanjutan.

Dengan demikian, tentunya dalam mendukung per-
tumbuhan ekonomi mencapai 8% dalam 5 tahun ke de-
pan, perlu adanya percepatan sinkronisasi regulasi dan
kolaborasi yang lebih terarah yang berkesinambungan
dari berbagai stakeholder yang ada baik dari sisi pemerin-
tah maupun dari pelaku usaha serta masyarakat sendiri.

Ketersediaan infrastruktur dasar tentunya menjadi
hal yang sangat penting untuk menjadi fokus dalam ke-
berlangsungan tatanan kehidupan, dan begitu juga tak
kalah penting bagi keberlangsungan investasi di indone-
sia. Pembangunan Infrastruktur, baik berupa infrastruk-
tur dasar maupun lainnya, menjadi pendorong sekaligus
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pengungkit dalam pengembangan suatu wilayah terma-
suk juga pengembangan kawasan kegiatan usaha. Kita
mengetahui terdapat banyak kawasan-kawasan kegiatan
usaha potensial yang telah ada dan akan direncanakan
pembangunannya untuk menaungi kegiatan investasi di
antaranya seperti Kawasan Ekonomi Khusus,
Kawasan Ibu Kota Negara (IKN), kawasan
industri strategis dan lainnya.
Ketersediaan infrastruktur da-
sar dalam kawasan kegiatan usa-
ha tersebut merupakan salah
satu faktor utama yang menjadi
pertimbangan investor dalam
menentukan lokasi investasi-
nya. Tanpa adanya infrastruk-
tur dasar yang memadai, un-
tuk merealisasikan investasi
akan menjadi suatu tantangan
dan membutuhkan upaya yang
lebih besar khususnya dalam hal
finansial. Kawasan yang telah memi-
liki infrastruktur dasar yang memadai
akan memiliki daya tarik lebih tinggi karena

Dengan adanya
infrastruktur yang memadai
tersebut baik secara langsung maupun
tidak langsung akan menciptakan
ketangguhan dalam mendukung
pengembangan dan
keberlangsungan
investasi.

T

Sumber: konstruksimedia.com

dinilai telah siap untuk menerima investasi. Investor tidak
perlu lagi memikirkan akses menuju kawasan, sumber
listrik dan pasokan air untuk menjalankan kegiatan inves-
tasinya, serta jaringan telekomunikasi yang mendukung.
Dapat kita pahami juga dalam pembangunan infra-
struktur dasar untuk menciptakan daya tarik ter-
sendiri bagi para investor tidaklah segam-
pang membalikkan telapak tangan,
namun perlu dukungan sumber
daya, komitmen dan usaha ber-
sama dari berbagai stakeholder
yang ada. Pada prinsipnya dapat
disampaikan dengan adanya
infrastruktur dasar yang me-
madai, khususnya untuk kawa-
san-kawasan kegiatan usaha
ini sangatlah menjadikan se-
buah daya tarik tersendiri bagi
para investor dalam memutuskan
untuk berinvestasi.
Dalam konteks efisiensi fiskal dan
optimalisasi infrastruktur yang sudah
terbangun, Kementerian Investasi dan Hiliri-
sasi/BKPM terus berupaya mendorong para investor
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lokal dan luar negeri untuk dapat memutuskan berinves-
tasi di indonesia. Untuk menggapai itu, telah dilakukan
beberapa hal hingga saat ini di antaranya melalui evaluasi
terhadap potensi dan realisasi investasi yang ada dan me-
lakukan langkah-langkah percepatan dengan berkolabo-
rasi lintas instansi dan perbaikan iklim investasi dengan
mederegulasi peraturan dan ketentuan yang ada agar ra-
mah investasi. Di samping itu, dalam rangka mendukung
efisiensi fiskal dan optimalisasi infrastruktur yang telah
dibangun oleh pemerintah, Kementerian Investasi dan

Hilirisasi/BKPM menerapkan strategi terintegrasi untuk

mengarahkan investasi swasta ke wilayah-wilayah yang

infrastrukturnya telah siap digunakan, yakni:

¢ Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus men-
dorong pemberian kemudahan perizinan dan insentif
fiskal dan non-fiskal bagi investor termasuk pemberian
fasilitas tax holiday, tax allowance dan lainnya pada ka-
wasan-kawasan kegiatan usaha seperti KEK, KI, IKN,
dan kawasan lainnya sesuai dengan peraturan yang ber-
laku.

e Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dapat
memberikan fasilitasi khusus berupa debottlenecking
dan business matchmaking untuk proyek di wilayah yang
telah memiliki infrastruktur dasar tersebut.
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i Khusus, Gresik, East-Java - Indonesia

¢ Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga dapat
menyusun agenda promosi investasi yang diarahkan ke
wilayah dengan infrastruktur siap pakai, termasuk me-
lalui berbagai business forum seperti Regional Investment
Forum (RIF), dll.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus
menjalin sinergi dan kolaborasi lintas sektor seperti de-
ngan Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, dan
BUMN pengelola infrastruktur untuk memastikan kesi-
apan teknis dan dukungan operasional bagi investor yang
berminat melakukan investasi ke Indonesia.

Seiring dengan dorongan investasi yang inklusif dan
berkualitas, konsep dan tujuan utama dari adanya inves-
tasi yakni menciptakan multiplier effect bagi semua pihak,
baik bagi pemerintah maupun masyarakat luas dan pela-
ku usaha itu sendiri, dan kita sepakat untuk hal ini, maka
untuk itu Kementerian Investasi dan Hlilirisasi/BKPM te-
rus mendorong investasi yang inklusif dan berkualitas. Di
antara sekian banyak manfaat dari investasi yakni terbu-
kanya peluang lapangan pekerjaan sehingga dapat menye-
rap tenaga kerja sertajuga semakin meningkatkan sumber
daya dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat,
dalam hal ini Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM



melakukan langkah-langkah nyata
dengan mengeluarkan peraturan
Menteri Investasi untuk mewajib-
kan investor besar agar bermitra
dengan pelaku usaha lokal berskala
kecil (UMKM) sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Investasi
dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 3
Tahun 2025 Tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Investasi/Kepala
BKPM No 1 Tahun 2022 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bi-
dang Penanaman Modal antara Usa-
ha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah di Daerah.

Pelaksanaan kemitraan bertuju-
an untuk mewujudkan pemerataan
kesempatan dan kontribusi UMKM
daerah yang dapat meningkatkan
perekonomian di daerah, kemudian
juga dapat meningkatkan kapasitas
dan kompetensi UMKM daerah,
serta mendorong bertumbuhnya
UMKM daerah. Salah satu untuk
mempercepat konsep dan tujuan
investasi tersebut didukung juga de-
ngan Pembangunan infrastruktur.
Dengan adanya dukungan pemba-
ngunan infrastruktur yang mema-
dai, maka akan mempercepat peng-
ambilan keputusan investor untuk berinvestasi sehingga
semakin mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja dan
pemberdayaan ekonomi baik secara lokal maupun nasi-
onal.

Sumber: jiipe.com

Dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang
kuat dan berkelanjutan, Kementerian Investasi dan Hili-
risasi/BKPM terus mendorong dan membuka diri untuk
dapat berkolaborasi dan melakukan langkah langkah
strategis dengan kementerian terkait. Di samping itu juga
terus berusaha menjaga iklim investasi melalui kemudah-
an perizinan dan debottlenecking permasalahan agar tetap
menarik bagi para investor untuk berinvestasi di indone-
sia secara merata di seluruh wilayah, tidak lagi terpusat di
Pulau Jawa, ini dapat dilihat dari laporan realisasi kegiatan
penanaman modal (LKPM) telah terlaporkan kegiatan
investasi di luar Jawa lebih besar dari Pulau Jawa sendiri.

Dapat kami sampaikan juga Kementerian Investasi
dan Hilirisasi/BKPM berupaya untuk mempercepat reali-
sasi investasi strategis nasional sehingga diharapkan me-
lalui percepatan investasi strategis nasional dapat mem-
percepat pemerataan pembangunan wilayah dan pada
akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi
yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
berperan dalam memfasilitasi investasi dalam pengem-
bangan kawasan-kawasan seperti di Bitung, Kuala Tan-
jung, dan kawasan-kawasan lainnya sebagai salah satu
kontribusi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
wilayah yang berkualitas dan berkelanjutan. Kemeninves-
hil/BKPM aktif menjalin kemitraan dengan pelaku usa-
ha dan pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan
infrastruktur, regulasi, dan sumber daya manusia untuk
mendukung pengembangan kawasan-kawasan tersebut.
Dengan demikian, pengembangan kawasan tidak hanya
menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga men-
jadi pengungkit utama transformasi industri wilayah dan
nasional yang berorientasi ekspor dan berdaya saing glo-
bal. (**)
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Info Pengembangan Wilayah

Kebijakan dan
Strategi Kementerian
PU Mendukung
Keselarasan
Pertumbuhan
Ekonomi dan
Keberlanjutan
Lingkungan:
Antisipasi Pesatnya
Pertumbuhan
Industri di WM
Surabaya

Oleh

Shahnaz Acrydiena, ST., MT.

Perencana Ahli Muda,

Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan
Umum Wilayah Il
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lah jenis industri yang beroperasi

dengan cara memenuhi kebutuh-

an saat ini tanpa mengorbankan
kemampuan generasi mendatang
dalam memenuhi kebutuhan mere-
ka sendiri. Pada implementasinya,
industri ini mengoptimalkan penggu-
naan sumber daya alam, mengurangi
limbah dan emisi, serta mempertim-
bangkan dampak sosial, ekonomi,
dan lingkungan secara holistik. Jawa

INI]USTRI yang berkelanjutan ada-

7000



Timur merupakan salah satu provinsi dengan Produk Do-
mestik Regional Bruto (PDRB) terbesar di Indonesia, men-
duduki posisi ke-2 setelah DKI Jakarta. Sektor Industri me-
miliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian Jawa
Timur yaitu sebesar 30,34% dari total PDRB di tahun 2023.
Dengan demikian menjadi tak terelakkan bahwa per-
tumbuhan sektor industri vital terhadap perkembangan
Provinsi Jawa Timur. Di sisi lain, berkembangnya sektor
industri juga memunculkan berbagai masalah terutama
terkait lingkungan, seperti pencemaran lingkungan akibat
kurang optimalnya pengelolaan sampah dan limbah, alih

'Kawasan Industri
Karawang
Sumber: Dokumen Penulis

fungsi lahan, bencana banjir dan erosi, serta eksploitasi
sumber daya alam. Pembangunan infrastruktur Pekerja-
an Umum berfungsi mendorong potensi pengembangan
suatu wilayah, pada konteks Jawa Timus, infrastruktur PU
berperan dalam meningkatkan konektivitas, penyediaan
air bersih, dan mengelolaan sampah. Policy brief ini disu-
sun dengan maksud untuk menjawab pertanyaan, apakah
infrastruktur PU yang telah dibangun mampu mendorong
pertumbuhan industri sekaligus menjaga kelestarian ling-
kungan sehingga visi industri yang berkelanjutan di Jawa
Timur dapat terwujud.
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Pendahuluan

Wilayah Metropolitan (WM) Surabaya atau yang se-
belumnya disebut sebagai Kawasan Perkotaan Gerbang-
kertosusila, merupakan wilayah metropolitan terbesar
kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. WM Surabaya
terdiri dari Kota Surabaya sebagai kota inti dan hinterlan-
dnya yang meliputi Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab.
Mojokerto, Kab. Sidoarjo, dan Kab. Lamongan. Kota dan
Kabupaten dalam WM ini saling terhubung secara eko-
nomi, sosial, dan transportasi. Dalam Perpres No. 66 Ta-
hun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Nasional (KSN) Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila,
tujuan penataan ruang Gerbangkertosusila adalah untuk
menjadi pusat ekonomi nasional dan ekonomi kelautan
yang berdaya saing global, terpadu, tertib, aman, dengan
tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan berke-
lanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi sirkuler.
Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu kontributor
terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional
dan Ekspor ke Pasar Global. Industri pengolahan di Jawa
Timur menyumbang sebesar 18,9% atau senilai Rp 901,8 T
dari Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional sektor indus-
tri, nilai ini merupakan yang terbesar kedua di Indonesia
setelah Jawa Barat (23,03% atau Rp 1.099 T) di tahun 2023.
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015 tentang Renca-
na Induk Pembangunan Industri Nasional menetapkan 9
Kawasan Industri (KI) eksisting dan 6 KI rencana di Jawa
Timur. 7 KI eksisting tersebut meliputi Surabaya Indus-
trial Estate Rungkut di Kota Surabaya; Sidoarjo Industrial
Estate Berbek dan Kawasan Industrial Safe N Lock di Kab.
Sidoarjo; Maspion Industrial Estate, Java Integrated Indus-
trial and Port Estate, dan Kawasan Industri Gresik di Kab.
Gresik; dan Ngoro Industrial Park di Mojokerto. Adapun 4
KI rencana yaitu KI SiRIE di Kab. Sidoarjo, KI Salt Lake di
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Kab. Gresik, KI Maritim di Kab. Lamongan, dan Madura
Industrial Seaport City di Kab. Bangkalan.
Dari jumlah tersebut 7 KI eksisting dan 4 KI rencana ber-
ada dalam WM Surabaya, sehingga bisa dikatakan WM
Surabaya merupakan penopang sektor industri di Jawa
Timur. Beberapa sektor industri utama di Surabaya meli-
puti manufaktur/industri pengolahan termasuk galangan
kapal, alat-alat berat, pengolahan makanan, elektronik,
dan perabotan rumah tangga. Beberapa perusahaan be-
sar yang memiliki pabrik di WM Surabaya diantaranya PT
Semen Indonesia, Maspion Group, Wings Group, Unilever
Indonesia, PT. PAL Indonesia, dll.
Pendekatan
Bagaimana mengukur tingkat keberhasilan infra-
struktur PU dalam mendorong pertumbuhan industri
yang berkelanjutan di WM Surabaya? Mengukur indus-
tri yang berkelanjutan memerlukan pendekatan holistik
yang mencakup 3 aspek utama: lingkungan, sosial, dan
ekonomi. Pada policy briefini, hanya akan dibahas pada as-
pek yang terkait erat dengan Pembangunan infrastruktur
Pekerjaan Umum yaitu aspek lingkungan dan ekonomi.
Pembahasan juga akan dikerucutkan pada sektor-sek-
tor yang menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan
Umum, yaitu konektivitas, penyediaan air baku industri,
dan sanitasi.
A. Konektivitas
Identifikasi ruas-ruas jalan prioritas terhadap aktivitas
industri di WM Surabaya dapat dilihat pada pergerak-
an lalu lintas (matriks asal dan tujuan). Berdasarkan
matriks dibawah ditemui bahwa pergerakan tertinggi
terjadi antara Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik,
dan Kota Surabaya. Pada Kab. Sidoarjo terdapat ban-
dara Juanda, sedangkan pada Kab. Gresik dan Kota
Surabaya terdapat pelabuhan Utama Tanjung Perak



dan jalan dengan VCR>1 (LoS kategori E) sepanjang
160,74 (26,49%). Ruas-ruas jalan dengan VCR besar ter-
sebut sudah membutuhkan penanganan strategis agar
tidak terjadi kemacetan parah yang dapat mengurangi
kinerja jalan.
Untuk mendukung konektivitas industri, WM
L : Surabaya juga didukung dengan pembangunan ruas-
|| (! ”|-| S | ruas jalan tol. Berdasarkan Kepmen PUPR No. 367/
Fi e KPTS/M/2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan
l m I R — Nasional Tahun 2020-2040, Jalan tol yang sudah bero-
(({i perasi meliputi Mojokerto-Surabaya (36,27 km), Krian-
\ | | ¥ :I' Legundi-Bunder (29 km), Surabaya-Gresik (20,7 km),

ﬂﬂqlllulllllll%:-

'Kawasan Industri
Grsik JIIPE

SumI)er: Dokumen Penulis

dan pelabuhan-pelabuhan industri. Pada ketiga Kab/
Kota tersebut juga terdapat jumlah kawasan industri
terbanyak.

Total panjang jalan nasional di GKS Plus adalah sebe-
sar 606,61 km dengan lebar rata-rata 12,59 m. Dari segi
kinerja, kemantapan jalan 98% (594,48 km), IRI rata-
rata 4,92, dan VCR rata-rata 0,68. terdapat jalan dengan
VCR>0,8 (LoS kategori D) sepanjang 162,8 km (26,84%)

Matriks Pergerakan lalu lintas di WM Surabaya

e

AT b

— Tinggi @ Pelabuhan \
Sedang 4 Bandara
= Rendah D Kawasan Industri

S Perkiraan peningkatan
pergerakan tenaga
kerja tahun 2029

Sumber: Hasil Analisis BPIW 2022

Surabaya-Gempol (48,85 km), dan SS Waru-Bandara
Juanda (12,8 km). Adapun jalan tol yang masih rencana
meliputi Krian-Pucukan (32 km), Bandara Juanda-Tj.
Perak (23 km), dan Waru-Wonokromo-Tj. Perak (18,2
km). Pembangunan ruas-ruas jalan tol tersebut di-
maksudkan untuk memisahkan pergerakan antara
aktivitas logistik termasuk di dalamnya industri de-
ngan aktivitas perkotaan, dengan demikian distribusi
logistik antar kawasan industri dengan pelabuhan bisa
dipercepat.

. Air Baku Industri

Capaian akses air perpipaan di WM Surabaya men-
capai 27,28%, dimana akses air perpipaan tertinggi
berada di Kota Surabaya (96,81%) dan terendah berada
di Kab. Lamongan (6,64%).
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Pada skala regional, terda-
pat 2 SPAM Regional yaitu SPAM
Umbulan dan SPAM Mojolagres.
SPAM Umbulan adalah proyek
dengan skema KPBU pertama
untuk sektor air minum di Indo-
nesia. SPAM Umbulan melayani 5
Kab/Kota yaitu Kab. Sidoarjo (1200
Ips), Kab. Gresik (1.000 lps), Kab.
Pasuruan (410 Ips), Kota Pasuru-
an (110 lps), Kota Surabaya (1.000
Ips), dan PDAB Jawa Timur (280
Ips). SPAM Umbulan memiliki ka-
pasitas produksi 2.700 1/dtk masih
dibawah kapasitas desain 4.000 1/
dtk dikarenakan tidak tersedianya
sumber air baku lagi.

SPAM Regional Mojolagres
memanfaatkan sumber air yang
berasal dari Sungai Brantas de-
ngan kapasitas intake terpasang
direncanakan sebesar 300 I/dt.
Pembangunan unit pengolahan
air bersih direncanakan terbagi
ke dalam 3 tahap pengembangan
dengan total kapasitas produksi
sebesar 300 l/dt. Pembangunan
tahap I SPAM pada tahun 2012
dengan kapasitas IPA sebesar 50
1/dt. Pembangunan tahap II tahun
2017 dengan penambahan kapa-
sitas IPA 150 1/dt. Pada tahun 2026
direncanakan  pembangunan
SPAM lanjutan dengan pembiaya-
an diajukan dari loan. Penerima
manfaat yang ditargetkan adalah
sebanyak +14.929 SR atau 400.000
jiwa di 3 Kab/Kota, Kab. Mojoker-
to 7.819 SR, Kab. Lamongan 1.177
SR, dan Kab. Gresik 5.933 SR.

Terdapat pula SPAM Karang-
binangun dan SPAM Brondong
yang berlokasi di Kabupaten
Lamongan dan termasuk dalam
proyek strategis sesuai Perpres
Nomor 80 Tahun 2019. Selain
itu, beberapa kabupaten/kota
di Gerbangkertosusila juga me-
ngembangkan SPAM lokal untuk
memenuhi kebutuhan air baku

VSPAM Umbulan

Sumber: Dokumen Penulis
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Tabel Capaian Akses Air Minum Perpipaan

Kab. Gresik 04.63 26,42 361.454
Kab. Bangkalan 03.92 14,16 150.104
Kota Mojokerto 100 14,80 19.605
Kab. Mojokerto 99,20 8,78 102.385
Kota Surabaya 08,74 06,81 2.787.664
Sidoarjo 09,06 23,38 490.892
Lamongan 0218 6.64 80.218
WM Surabaya 06,81 27,28 3.998.322

Sumber: Laporan Kinerja PDAM diolah BPIW, 2021

industri dan domestik. Misalnya, Kabupaten Sidoar-
jo memanfaatkan sumber air dari Kalimati dan Kali
Pelayaran untuk pelayanan di wilayah Sidoarjo Barat.
Penyediaan air baku untuk industri di wilayah Ger-
bangkertosusila merupakan hasil kerja sama antara
pemerintah daerah, PDAM setempat, dan SPAM regio-
nal maupun lokal. Upaya ini dilakukan untuk memas-
tikan ketersediaan air baku yang cukup bagi kebutuh-
an industri dan masyarakat.
C. Pengelolaan Sanitasi

Pengelolaan sanitasi yang menjadi kewenangan
Kementerian PU mencakup pengelolaan limbah do-
mestik, lumpur tinja, dan pengelolaan sampah. Pada
prinsipnya, Kementerian PU bertanggung jawab pada
pengelolaan sanitasi di kawasan permukiman dan bu-
kan pada pengelolaan limbah di dalam Kawasan Indus-
tri. Beberapa peraturan seperti Permen Lingkungan
Hidup No.3/2010 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi
Kawasan Industri, PP No. 142/2015 tentang Kawasan
Industri, dan PP No. 22/2021 tentang Penyelenggaraan
perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup me-
negaskan bahwa Kawasan Industri wajib mengelola
limbahnya sendiri melalui fasilitas pengolahan yang
memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan
oleh pemerintah.

Permen PUPR No.4/2017 menyatakan bahwa dae-
rah dengan kepadatan penduduk >150 jiwa/Ha dapat
dibangunkan SPALD-T, sedangkan untuk kawasan
strategis berkepadatan penduduk <150 jiwa/ha da-
pat dibangunkan SPALD-S. Kepadatan penduduk di
masing-masing kabupaten/kota pada WM Surabaya
adalah sebagai berikut: Kota Surabaya (85,85 jiwa/Ha),
Kab. Gresik (10,89 jiwa/Ha), Kab. Bangkalan (10,31
jiwa/Ha), Kab. Mojokerto (15,96 jiwa/Ha), Kota Mojo-
kerto (69,93 jiwa/Ha), Kab. Sidoarjo (30,82 jiwa/Ha),
dan Kab. Lamongan (7,76 jiwa/Ha). Kepadatan pendu-
duk tertinggi terdapat di Kota Surabaya, diikuti dengan
Kota Mojokerto, dan Kab. Sidoarjo. Namun demikian,

berdasarkan angka tersebut, jika dilihat dalam skala
kota/kab, belum ada kota/kab di WM Surabaya yang
sudah memenuhi kriteria pembangunan SPALD-T.
Analisis yang dihasilkan mungkin berbeda jika perhi-
tungan dilakukan pada skala kecamatan.
Terkait pengolahan lumpur tinja, terdapat 4 Insta-
lasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di WM Surabaya,
yaitu IPLT Keputih di Kota Surabaya, IPLT Betoyoguci
di Kab. Gresik, IPLT Sidokumpul di Kab. Lamongan,
dan IPLT Griyomulyo Jabon di Kab. Sidoarjo. Masih
terdapat Kabupaten/Kota yang belum memiliki IPLT
yaitu, Kab. Bangkalan, Kota Mojokerto, dan Kabupa-
ten Mojokerto. Pada pelayanan persampahan, seluruh
Kab/Kota telah memiliki Tempat Pemrosesan Akhir
(TPA) masing-masing. Namun demikian, berdasar-
kan analisis kapasitas dan timbunan sampah/tahun
didapati bahwa hampir seluruh TPA di WM Surabaya
dalam kondisi overload, hanya terdapat 1 TPA yaitu
TPA Benowo di Kota Surabaya yang masih memiliki
umur layanan hingga 3 tahun lagi. Untuk memenuhi
kebutuhan hingga 5 tahun ke depan masih dibutuhkan
program-program peningkatan layanan persampahan
berupa pembangunan TPST, TPS3R, perluasan land-
fill, hingga pembangunan instalasi RDF.
Hasil

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah me-
miliki tugas merumuskan kebijakan pengembangan in-
frastruktur wilayah secara terpadu dan berkelanjutan.
Pada tahun 2024, Pusat Pengembangan Infrastruktur PU
Wilayah II telah melaksanakan kajian penyusunan Renca-
na Pengembangan Infrastruktur Kawasan Prioritas Ger-
bangkertosusila (WM Surabaya). Hasil studi ini diharap-
kan dapat menjadi salah satu acuan dalam perencanaan
infrastruktur wilayah metropolitan yang sesuai dengan
kebutuhan pengembangan wilayah khususnya sektor
industri serta sebagai masukan dalam pembaruan doku-
men RPIW Provinsi Jawa Timur khususnya pada Bab VIII
Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur.

SINEXGI Edisi 64 _l




o

~ O

o
0 QF
o0

AU

o

Tabel Sebaran SPAM di WM Surabaya
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Sumber: PDAM Provinsi Jawa Timur diolah BPIW 2022

Dalam membuat perencanaan WM Surabaya dengan
tujuan akhir peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui
sektor industri dengan memperhatikan keberlanjutan
lingkungan, perencanaan dimulai dari mengindentifikasi
isu dan permasalahan, menganalisis kinerja infrastruktur
terbangun dan menghitung gap kebutuhan infrastruktur
sehingga kemudian dihasilkan rencana aksi pembangun-
an infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan pengem-
bangan wilayah.

Permasalahan

+ Hub transportasi khususnya Pelabuhan belum maksi-
mal mendukung arus logistik di WM Surabaya

» Masih dibutuhkan peningkatan konektivitas antara
WM Surabaya dengan hinterland dan pusat-pusat per-
tumbuhan lain di Jawa Timur untuk menjamin peme-
rataan
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+ Tingginya kebutuhan air baku dikarenakan besarnya
jumlah penduduk di WM Surabaya serta aktivitas in-
dustri yang juga menuntut ketersediaan tampungan air
baku permukaan dalam jumlah yang besar

+ Masih rendahnya capaian akses air minum perpipaan
di WM Surabaya.

+ Tingginya tingkat pencemaran lingkungan akibat akti-
vitas industri khususnya di Kab. Gresik dan Kab. Sidoar-
jo

+ Tingginya alih fungsi lahan akibat pertumbuhan pen-
duduk, urbanisasi, dan pertumbuhan industri yang pe-
sat di WM Surabaya.

Rekomendasi Kebijakan

« Saat ini konektivitas antar Kawasan Industri (KI) di WM
Surabaya dan antara KI dengan hub transportasi beru-
pa bandara dan pelabuhan sudah terhubung dengan

VSPAM Mojolagres

Sumber: Dokumen Penulis



cukup baik melalui jaringan jalan
tol. Namun demikian, masih dibu-
tuhkan peningkatan kapasitas hub
transportasi khususnya pelabuhan
untuk mendukung arus logistik
dari dan keluar kawasan menuju
wilayah-wilayah lain di Indonesia.
Untuk mendukung pemerataan lo-
gistik antara WM Surabaya dengan
wilayah lain di Jawa Timur, masih
dibutuhkan penuntasan tol Probo-
linggo-Banyuwangi dan Jalur Jalan
Lintas Selatan (JJLS) Jawa beserta
sirip-siripnya.

Dalam rangka memenuhi kebu-
tuhan air minum baik untuk in-
dustri maupun Kawasan permu-
kiman di WM Surabaya, masih
dibutuhkan pembangunan SPAM
Regional Pantura salah satu pro-
yek dalam Peraturan Presiden
Nomor 80 Tahun 2019. SPAM ini
akan melayani wilayah Kab. Tu-
ban, Kab. Bojonegoro, dan Kab.
Lamongan dengan total layanan
sebesar 166.000 SR.

Selain itu, untuk meningkatkan ca-
paian air minum perpipaan di WM
Surabaya dibutuhkan pemenuhan
RC oleh pemda dan PDAM.

Untuk mendukung pelayanan
persampahan, dibutuhkan pem-
bangunan TPST baru dengan kon-
sep 3R, untuk mengurangi volume
sampah yang masuk ke TPA, me-
ngurangi dampak lingkungan, dan
meningkatkan nilai ekonomi dari
sampah daur ulang.

Selain itu, untuk meningkatkan ni-
lai ekonomi dari pengolahan sam-
pah dibutuhkan dukungan pem-
bangunan instalasi Refuse Derived
Fuel (RDF) yang dapat mengubah
sampah padat menjadi bahan ba-
kar alternatif.

Badan Pengembangan Infrastruk-
tur Wilayah (BPIW) melakukan
kegiatan penyusunan kajian Pe-
ngembangan WM Surabaya de-
ngan fokus perencanaan sektor
industri pengolahan dengan mem-
perhatikan daya dukung dan daya
tampung lingkungan.

'Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder
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Sumber: Dokumen Penulis
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+ Hasil kajian akan menjadi dasar dalam pembahasan
program kegiatan pada forum-forum perencanaan
baik jangka menengah maupun tahunan, seperti Mus-
renbangnas, Rakortekrenbang, Rapat Koordinasi Pe-
ngembangan Wilayah (Rakorbangwil), dan Konsultasi
Regional (Konreg).

+ Dibutuhkan revisi dokumen RPIW Provinsi Jawa Timur
yang menyesuaikan dengan hasil kajian daya dukung
dan daya tampung lingkungan khususnya pada bab
skenario pengembangan dan rencana aksi.

« BPIW melakukan koordinasi dengan Kementerian/
Lembaga lain serta pemerintah daerah untuk meru-
muskan langkah-langkah komitmen pengembangan
industri di WM Surabaya dengan tetap memperhatikan
keberlanjutan lingkungan.

Kesimpulan
Pesatnya pertumbuhan Industri di WM Surabaya mem-
berikan dampak ekonomi yang besar bagi kesejahtera-
an masyarakat. Namun, hal ini harus didukung dengan
pertumbuhan infrastruktur yang memadai agar dampak
negatif dari industri seperti meningkatnya kemacetan,
limbah, dan pencemaran lingkungan dapat ditanggu-
langi dengan baik. Hal ini untuk menjamin keberlanjutan
pembangunan, efisiensi sumber daya dan distribusi, serta
peningkatan produktivitas tenaga kerja sehingga manfaat
pertumbuhan industri dapat dirasakan masyarakat luas.
BPIW diharapkan dapat melakukan monitoring dan eva-
luasi terhadap RPIW Kawasan Prioritas WM Surabaya
yang telah disusun, hal ini untuk mendapatkan masuk-
an revisi RPIW Jawa Timur khususnya pada bab rencana
aksi. Revisi RPIW akan menjadi dasar dalam penetapan
program tahunan pada forum-forum perencanaan seper-
ti Rakorbangwil dan Koreg yang dilaksanakan setiap ta-
hun. Selanjutnya, dokumen RPIW KP WM Surabaya akan
menjadi masukan dalam RPJMD, RISPAM, masterplan air
limbah dan masterplan persampahan WM Surabaya. (**)
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SIGAP MEMBAMGUN NEGERI UNTUK RAKYAT

Hawi

Habitat
Dunia

OB Oktobor 2026

i Nyata Jaga Habitat: Pilah Sampah, Rawat Lingkungan
‘Menjaga bumi bukan pilihan, tapi kewajiban bersamc

EADAN PENGEMEANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
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Info Pell'l-gebangan Wilayah

SINE=ERGI 6 A

1. Pendahuluan

Kesultanan Palembang Darussa-
lam didirikan pada awal abad ke-16,
dipimpin oleh Sultan Mahmud Bada-
ruddin I. Ia menjadikan Palembang
sebagai pusat perdagangan dan pe-
nyebaran Islam. Terletak di tepi Su-
ngai Musi, Palembang menjadi pusat
perdagangan penting antara Malaka,
Cina, dan India, berkat akses jalur su-
ngai yang baik. Palembang terkenal
dengan hasil rempah-rempah, teru-
tama lada dan karet, yang menarik
minat para pedagang dari berbagai
negara. Kesultanan memainkan pe-
ran penting dalam penyebaran aga-
ma Islam di Sumatera, dengan ba-
nyak masjid dan lembaga pendidikan
didirikan. Kesultanan ini juga dikenal
dengan perkembangan seni dan bu-
daya, termasuk sastra, musik, dan
tari, yang mencerminkan kekayaan
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budaya lokal. Kesultanan memiliki
sistem pemerintahan yang terorga-
nisir dengan pembagian kekuasaan
antara sultan, penasihat, dan pengu-
asa daerah. Kesultanan ini sempat
memperluas pengaruhnya hingga ke
daerah sekitarnya, termasuk Jambi
dan Bengkulu.

Pada abad ke-17, Belanda mulai
berusaha menguasai perdagangan di
Palembang, mengakibatkan konflik
antara Kesultanan Palembang dan
VOC (Perusahaan Hindia Timur Be-
landa). Beberapa perjanjian dibuat,
namun sering kali dilanggar, yang
mengarah pada perang. Salah satu
yang terkenal adalah Perang Palem-
bang (1821-1823) yang berakhir de-
ngan penaklukan Belanda. Setelah
perang, Belanda semakin menguat-
kan kekuasaan di Palembang, dan
pada tahun 1850-an, kesultanan se-

'Rencana Pembangunan dermaga




Sumber: Dokumen Penulis
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Moesi, Palembang

'Foto lama perahu dan rumah di Sungai Musi

cara resmi dihapuskan dan digantikan oleh sistem peme-
rintahan kolonial. Meskipun kesultanan telah berakhir,
warisan budaya dan sejarahnya tetap hidup, terlihat dari
tradisi, seni, dan arsitektur di Palembang hingga saat ini.
Kesultanan Palembang Darussalam merupakan bagian
penting dari sejarah perjuangan dan perkembangan ma-
syarakat di Sumatera dan Indonesia.

Masa kesultanan ini menunjukkan bagaimana Palem-
bang memainkan peran kunci dalam sejarah perdagang-
an dan penyebaran Islam di Indonesia, serta pengaruhnya
terhadap dinamika politik dan sosial di wilayah tersebut.

Sumber: Dokumen Penulis

Meskipun kesultanan telah berakhir, warisan budaya dan
sejarahnya tetap hidup, terlihat dari tradisi, seni, dan ar-
sitektur di Palembang hingga saat ini. Kesultanan Palem-
bang Darussalam merupakan bagian penting dari sejarah
perjuangan dan perkembangan masyarakat di Sumatera
dan Indonesia. Masa kesultanan ini menunjukkan bagai-
mana Palembang memainkan peran kunci dalam sejarah
perdagangan dan penyebaran Islam di Indonesia, serta
pengaruhnya terhadap dinamika politik dan sosial di wi-
layah tersebut.
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Sumber Foto: Peta Sungal dan Pemukiman di Palembang tahun 1821 (https:/ /v rifisruseunn.nl/)

1. Keraton Kesultanan
2. KeratonPangeran Ratu
3. Griya Pangeran Adipati
4. Griya Demang Osman
5. Pemukiman Melayu

O
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6. Pemukiman Arab 11. Taman Sultan

7.  Pemukiman Eropa 12. Kelenteng Cina

8.  Pemukiman Cina 13. Makam Kesultanan
9.  Pemukiman Melayu 14. Sungai Musi

10. Pemukiman Arab 15. Sungai Ogan
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Berawal sebagai kota pelabuhan di tepi Sungai Musi,
masyarakat menetap dengan pola hunian tradisional.
Sebagai pusat perdagangan, Palembang berkembang
dengan aktivitas ekonomi yang kuat, terutama dari jalur
sungai. Pada masa kolonial, pembangunan infrastruktur
seperti jalan, jembatan, dan bangunan publik mulai dila-
kukan.

Munculnya kelas baru akibat interaksi dengan penja-
jah dan peningkatan perdagangan. Setelah kemerdekaan,
fokus pada rehabilitasi infrastruktur yang rusak selama
perang dan pembangunan fasilitas publik.

Palembang memiliki angka pertumbuhan yang pesat
pada sektor pertanian dan perdagangan, dengan pengem-
bangan industri kecil. Pembangunan besar-besaran di
sektor industri dan infrastruktur, seperti jalan raya dan
transportasi telah berlangsung hingga kini.

Pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang pesat
menuntut perluasan wilayah pengembangan untuk me-
nampung kebutuhan hunian, infrastruktur, dan fasilitas
umum. Pengembangan ke arah Jakabaring (Ulu) menja-
di strategi yang menarik karena sebagian besar perkem-
bangan Kota Palembang selama ini berpusat di wilayah
ilir, yang mencakup pusat bisnis, perdagangan, dan peme-
rintahan. Pengembangan di wilayah Jakabaring atau Ulu
dapat membuka ruang baru untuk kegiatan ekonomi dan
sosial sehingga pengembangan wilayah lebih berimbang.

Jakabaring telah berkembang menjadi kawasan olah-
raga, terutama setelah pembangunan Jakabaring Sport
City yang digunakan untuk acara nasional dan internasi-
onal. Selain kompleks olahraga, wilayah ini dimanfaatkan
untuk pariwisata air, taman kota, serta kawasan rekreasi
lainnya yang dapat menarik wisatawan lokal dan manca-
negara.

1 Karanganyar
2 Bukit Siguntang
3 Benteng KutoBesak
4 Masjid Agung
5 AmperaBridge
6 Jakabaring Sport City
Musi River
Limits of Palembang area 18203
Limits of Palembang area 1810s
Limitsof Palembang area 1830s - 1950s
Limits of Palembang area 18705
Limits of Palembang area 1890s
Limits of Palembang area 2018s
= Palembang 1820
= Palembang 1910
=== Palembang 1930 - 1950
- Palembang 1970
- Palembang 1990
—— Palembang 2018
<+ SMB 2 Airport

2. ARAH KEBIJAKAN DAN PROFIL DAERAH
Berdasarkan RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016
- 2036, peruntukan lahan di Kota Palembang didominasi
oleh peruntukan untuk permukiman perkotaan. Hal ini
sejalan dengan ditetapkannya Kota Palembang sebagai
Ibukota Provinsi Sumatera Selatan (sebagai PKN).
Menurut RTRW Kota Palembang, arahan pengem-
bangan Kota Palembang adalah mewujudkan kota menja-
di pusat bisnis dan tujuan wisata berskala internasional di
tepian sungai yang berkelanjutan. Kawasan strategis dari
sudut kepentingan ekonomi di Kota Palembang meliputi
Kawasan Sungai Musi, Kawasan Sungai Sekanak dan Su-

ngai Lambidaro.

Adapun tujuan penataan ruang kawasan kota baru
Jakabaring sesuai dengan adalah mewujudkan kawasan
kota baru Jakabaring Palembang sebagai kawasan olah
raga, wisata, investasi, dan budaya yang mendukung pem-
bangunan berkelanjutan.

Arahan pengembangan kawasan Jakabaring didomi-
nasi kawasan permukiman dengan peningkatan bangkit-
an terutama di pusat-pusat kegiatan : Kawasan sport centre,
kawasan perkantoran, kawasan perumahan, kawasan
perdagangan dan jasa, kawasan pariwisata, dan kawasan

pendidikan.

Kota Palembang memiliki luas 36.652,82 Km? terdiri
dari 18 (delapan belas) kecamatan, dimana Kecamatan
Gandus menjadi kecamatan yang memiliki luas adminis-
trasi terluas yaitu 4.964,40 Km?. Sedangkan, Kecamatan
Bukit Kecil memiliki luas administrasi terkecil yaitu 238,20
Km?. Jumlah penduduk Kota Palembang sekitar 1,77 juta

jiwa (2023)
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'Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) atas Dasar Harga Konstan (ADHK) di Kota Palem-
bang dalam periode 2014 hingga 2023, memperlihatkan
tren positif dalam pertumbuhan ekonomi Kota Palem-
bang dengan industri pengolahan dan pariwisata sebagai
dua sektor dengan kontribusi terbesar.

3. CITRA KOTA & INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengembangan Kota Baru Jakabaring dilakukan un-
tuk merubah wajah kawasan seiring dengan pelaksanaan
Asian Games 2018. Saat ini, Kawasan Kota Baru Jakabar-
ing menjawab tuntutan kebutuhan pengembangan Kota
di Palembang. Jakabaring Riverfront and Sport City mem-
bawa perubahan untuk Kota Palembang yang memiliki
kesenjangan wilayah antara kawasan permukiman lama
dengan kawasan sport city dan sekitarnya.

Selain itu, diperlukan juga aksi nyata untuk: (1) pe-
nguatan karakter Jakabaring sebagai kawasan heritage
yang mendukung kegiatan olahraga dan pariwisata kota;
(2) pengelolaan Jakabaring Sport Center (JSC) yang dapat
membuka peluang bisnis; (3) penataan kawasan kumuh
permukiman di sempadan Sungai; dan (4) Pemerataan
kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur kota bagi

|_ SINEXGI Edisi 64

seluruh lapisan masyarakat.

Konsep branding terintegrasi untuk Riverfront City ini
menekankan sinergi antara olahraga dan lingkungan tepi
sungai, menciptakan identi- tas unik yang mengedepan-
kan kesehatan, keterlibatan masyairakat, dan pengalam-
an budaya yang dinamis.

Jakabaring Riverfront & Sport City menggabungkan
energi budaya olahraga yang dinamis dengan keindahan
lingkungan tepi sungai, menciptakan citra kota yang unik
yang mempromosikan kesehatan, keterli- batan masyara-
kat, dan kecintaan terhadap alam.

Kota yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi,
namun tetap menjaga lingkungan hidup yang berkuali-
tas dan memiliki ketahanan terhadap energi, air, dan pa-
ngan dengan mengadopsi konsep smart environment dan
smart mobility, diharapkan menjadi contoh pengembang-
an perkotaan yang berkelanjutan.

Kota yang berhasil mencapai target ini akan menjadi
kota yang tidak hanya tumbuh secara ekonomi tetapi juga
menyediakan kualitas hidup yang lebih baik bagi war-
ganya serta lebih tahan terhadap tantangan masa depan
seperti perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya. In-
dikator keberhasilan dari pencapaian ini akan melibatkan



pengukuran tingkat ekonomi, kualitas hidup, kebersihan
lingkungan, efisiensi energi, dan akses masyarakat terha-
dap air dan pangan.

4.1ISU STRATEGIS

Kota Palembang merupakan pusat ekonomi di Pro-
vinsi Sumatera Selatan, dengan kawasan yang relatif lebih
kecil dari kota dan kabupaten sekitar namun memegang
32,9 persen perekonomian di Sumatera Selatan.

Optimalisasi sektor unggulan di Kota Palembang da-
pat melalui peningkatan infrastruktur, pemberdayaan
ekonomi mas- yarakat, revitalisasi kawasan kumuh, serta
keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pe-
ngelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Namun persentase penduduk miskin di Kota Palem-
bang masih tinggi, mencapai 10,22% pada tahun 2023,
disebabkan oleh keterbatasan akses modal, kesempatan
kerja, dan usaha.

Kota Palembang memiliki pusat pertumbuhan baru
yang dikenal sebagai Kota Baru Jakabaring. Kawasan ini
memiliki potensi untuk berkembang sebagai pusat eko-
nomi, bisnis, destinasi olahraga dan pariwisata, kawasan
hunian, serta pusat pendidikan yang didiukung dengan

Sumber: dispora.palembang.go.id

ketersediaan simpul transportasi.

Disamping Kota Baru Jakabaring memiliki potensi
bagi pertumbuhan Kota Palembang, kawasan ini meng-
hadapi permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu
ancaman bencana banjir dengan risiko tinggi di sekitar
tepian Sungai Musi. Selain itu terdapat tantangan belum
optimalnya ketersediaan infrastruktur dasar seperti salur-
an drainase dan sanitasi, karena di beberapa wilayah Jaka-
baring masih mengalami banjir saat musim hujan.

Penciptaan Kawasan Kota Baru Jakabaring yang terin-
tegrasi dengan fokus pada pengembangan sebagai pusat
permukiman, budaya, Pendidikan, serta Olahraga, yang
didukung dengan aksesibilitas yang memadai.

Area Perumahan dan Pendidikan Kota Baru Jakabar-
ing memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai kawa-
san perumahan dan pusat pendidikan serta kebudayaan
yang mencerminkan kekayaan budaya Palembang.Kawa-
san

Keberadaan Kampung Kapitan dan Kampung Arab
sebagai kawasan cagar budaya dapat menjadi daya tarik
wisata dan edukasi.

5. KONSEP DESAIN PERANCANGAN
Kawasan Prioritas di Kota Baru Jakabaring terbagi

o
O~
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KONSEFP PRIORITY AREA

menjadi empat blok yaitu blok A Waterfront & Heritage,
Blok B Koridor & TOD, blok C Jakabaring Sport Centre,
blok D Culture Park Dekranasda & Pasar Induk Jakabaring.
Adapun Strategi Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru
Jakabaring untuk tahun 2025-2029 meliputi:

1. Optimalisasi Sektor Pariwisata
Pengembangan sektor pariwisata
di Kawasan Kota Baru Jakabaring
dengan fungsi wisata budaya dan
sport tourism.

2. Peningkatan Infrastruktur dan
Revitalisasi kawasan cagar budaya
dan  penataan  permukiman
kumuh di tepian Sungai Musi,
serta pembangunan infrastruktur
dasar dan aksesibilitas untuk
mendukung pariwisata.

3. Integrasi Sistem Transportasi
Integrasi  transportasi  publik
dengan kawasan wisata dan

perdagangan untuk meningkatkan
aksesibilitas dan kenyamanan
pengunjung.

Blok plan A memiliki potensi
kearifan lokal dengan adanya Pe-
ninggalan & Akulturasi 3 budaya
kampung Kapitan Tionghoa & ke-
lenteng Dewi Kwan Im, Kampung
Arab Al-Munawar dan Permukiman
melayu dimana beberapa rumah
masih menjaga keaslian architectural
bangunannya

Selain itu juga didukung oleh adanya jalan tepi sungai
dari sepanjang 1.3 km, plaza 7 Ulu, Dermaga Jukung yang
kesemuannya berada pada "teras depan" Sungai Musi dan
Jembatan Ampera, dan juga dilintasi oleh jalan nasional
pada Jembatan 4 Ulu. District scale seluas 40,46 hektar

DISTRIC SCALE (40,46 HA)
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p gai Musi
dan terpilih Blok Plan A yang terdiri dari lima (5) Subblok
(Subblok A1-A5). Adapun Kampung Al Munawar berada di
Blok Al.

Penataan kawasan ruang terbuka tepi Sungai Musi
riverfront sebagai pelataran yang berorientasi langsung
Jembatan Ampera & Sungai Musi. Dengan tujuan untuk
meningkatkan value kawasan dari kesan kumuh menjadi
lebih baik & dapat digunakan sebagai ruang publik bagi
masyarakat sekitar dan destinasi wisata.

Permukiman Melayu-Arab (Yamani/Hadramaut)
yang ada sejak abad 19 yang terletak tepat di pelataran Su-
ngai Musi sebagai bagian dari fragmen kultur dan menjadi

=

Sumber: atourin.com

Citra Inklusivitas Budaya Melayu Palembang dan memori
kebesaran Kerajaan Sriwijaya.

Aktivitas khusus warga kampung Al- Munawar dan
sekitarnya adalah aktivitas ta'lim atau pendidikan agama,
hal ini diperkuat dengan adanya bangunan khusus Majlis
tal'im dan madrasah. Warga kampung Arab Al-Munawar,
masih men- jaga tradisi baik bersifat ritus dan ritual bu-
daya maupun keagamaan. Aktivitas lain adalah dengan
banyaknya pengunjung yang datang untuk wisata religi
(pengajian, haul, dll) yang dikunjungi oleh ratusan orang,
maupun wisata Sejarah secara berkala.

Sebagai bagian integral dari revitalisasi Sungai Musi,

[ |
i"-‘ﬂun
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iii‘1||

'Kampung Al Munawar

Sumber: madaninews.id
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dermaga wisata dirancang dengan pendekatan yang fung-
sional, estetis, dan berkelanjutan. Dermaga ini tidak ha-
nya menjadi titik naik-turun kapal wisata, tetapi juga men-
jadi daya tarik masyarakat untuk menikmati keindahan
sungai lebih dekat.

Riverfront sebagai ruang publik yang dirancang de-
ngan konsep modern dan ramah lingkungan, terletak di
tepi sungai. Area ini mencakup jalur pedestrian yang luas
dengan pola paving yang unik, mengundang pengunjung
untuk berjalan-jalan santai sambil menikmati peman-

Rencana Aktivitas Pada Sub - Blok A1

4, Ases Mazu AL Munawar

5, Perbaban Jalan & Ubitas

B. Ruaiig Bermain

. Viewing Beck

10, Pariing Day hawiah Javbatan Musi iy

11, Sarvtra UMKM

dangan sungai. Terdapat tempat duduk dengan desain
melingkar yang menyatu dengan area hijau, di mana po-
hon-pohon ditanam sebagai peneduh alami. Elemen ini
tidak hanya menambah estetika ruang tetapi juga mem-
berikan kenyamanan bagi pengunjung yang ingin beristi-
rahat atau bersantai.

Akses masuk ke kawasan Al-Munawar memancarkan
pesona arsitektur tradisional Arab yang khas, terlihat dari
detail desain seperti lengkungan yang menjadi gerbang
pada jalur pejalan kaki. Elemen ini menggambarkan

'Disain dermaga Al Munawar
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Sumber: Dokumen Penulis



'Disain jalur pejalan kaki diapit bang Kampung Al M

keanggunan gaya arsitektur Arab yang berpadu dengan
gaya melayu. Sentuhan jendela berjeruji kayu, atap gen-
teng merah, dan pola geometris sederhana pada elemen
gerbang menciptakan suasana yang hangat dan mengun-
dang, seolah mengajak pengunjung untuk menikmati ke-
kayaan budaya dan sejarah yang terpancar di setiap sudut
kawasan ini.

Plaza utama dirancang menjadi ruang kontemplasi
yang menggabungkan keindahan arsitektur islami de-
ngan fungsi sosial dan religius. Plaza ini menjadi tempat
refleksi, menonjolkan suasana spiritual yang erat kaitan-
nya dengan sejarah budaya Arab dan nilai-nilai religius
masyarakat Palembang. Terdapat kolam berbentuk per-
segi dengan air yang tenang, menciptakan efek visual air
yang seolah tak berujung. Permukaan air yang tenang
mencerminkan bayangan langit dan bangunan sekitar,
memberikan nuansa mendalam yang mengajak pengun-
jung untuk merenung dan bersyukur.

'Disain Plaza Utama Kampung Al Munawar

Sumber: Dokumen Penulis

Suasana tepi sungai yang modern dengan sempadan
sungai yang lebar, pohon-pohon hijau, dan fasilitas pub-
lik untuk pejalan kaki. Di tepi sungai, ada pagar pembatas
yang menghadap ke arah aliran air. Outdoor Park dapat
diperuntukan menjadi zona bermain anak, Zona olahraga
ringan, seperti area yoga, dan jogging track. Dapat juga di-
fungsikan untuk zona piknik, dengan meja dan kursi yang
menghadap ke Sungai Musi dan memungkinkan keluarga
atau teman berkumpul dengan nyaman.

Viewing deck menjadi elemen desain yang menonjol
di taman ini, memberikan ruang bagi pengunjung untuk
menikmati pemandangan Sungai Musi dari sudut pan-
dang terbaik. Viewing deck dirancang dengan material
kayu ulin yang tahan cuaca, berpadu dengan rangka baja
berwarna netral. Struktur ini memberikan kesan modern
namun tetap ramah lingkungan, melengkapi keindah-
an alam di sekitarnya. Tersedia Sentra UMKM dengan
kursi-kursi taman untuk ruang bersantai.
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'Disain bangunan UMKM dan ruang publik

Upaya mendukung pengembangan ekonomi lokal
dan memberikan ruang bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Me-
nengah (UMKM), kawasan riverfront Al-Munawar Sungai
Musi hingga di bawah Jembatan Musi IV Palembang juga
dilengkapi dengan sentra UMKM yang mengusung nuan-
sa arabian. Desain melengkung ini tidak hanya memper-
kaya estetika ruang, tetapi juga menciptakan suasana yang
nyaman dan menambah nilai budaya pada kawasan revi-
talisasi tepian Sungai Musi. Setiap kios dilengkapi dengan
fasilitas listrik, pencahayaan yang memadai, dan tempat
penyimpanan untuk mendukung kenyamanan pedagang.

S0 N 11

'Disain kawasan outdoor park di tepian Sungai Musi
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Sumber: Dokumen Penulis

Kawasan outdoor park di tepian Sungai Musi dirancang
sebagai ruang publik multifungsi yang mengakomodasi
berbagai kebutuhan masyarakat. Lapangan basket yang
berdekatan dengan area food truck dan masjid mencipta-
kan titik temu yang dinamis, menyatukan aktivitas olahra-
ga, kuliner, dan spiritualitas dalam satu lingkungan yang
harmonis.

Parking bay di bawah Jembatan Musi IV ini akan men-
jadi solusi inovatif untuk kebutuhan parkir yang semakin
meningkat di Palembang. Kawasan ini juga dirancang se-
bagai sarana parkir (parking bay) untuk memudahkan ak-

Sumber: Dokumen Penulis



'Disain b

pinggir sungai Musi

ses pengunjung ke destinasi revitalisasi tepi Sungai Musi.
Parkir multifungsi ini dapat digunakan untuk kendaraan
pribadi, sepeda motor, hingga bus wisata, yang mendu-
kung peningkatan jumlah wisatawan. Tersedia fasilitas
sentra UMKM, food truck, masjid, dan taman untuk ber-
kumpul.

Penataan kawasan Al-Munawar merupakan kolabora-
si berbagai pihak antara pemerintah pusat, daerah, swas-
ta, dan masyarakat setempat. Pada tahap awal Kemente-
rian Pekerjaan Umum mengusulkan model perancangan
kawasan ini melalui Badan Pengembangan Infrastruktur

Sumber: Dokumen Penulis

Wilayah, yang selanjutnya dapat diusulkan program wa-
terfront sungai, penataan kawasan cagar budaya, pening-
katan sanitasi dan air minum untuk kawasan, serta pem-
bangunan ruang taman, kawasan komersil dan wisata
sepanjang waterfront.

Harapannya konsep penataan ruang publik ini dapat
meningkatkan kualitas lingkungan, mendukung upaya
pengendalian banjir, dan memberikan pilihan bagi ma-
syarakat untuk menikmati kota Palembang. (**)

'Disain lapangan baske (atas) dan Parking bay (bawah)
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PENDAHULUAN

Pembangunan kawasan metro-
politan di Indonesia, khususnya di
Pulau Jawa, menghadapi tantangan
besar berupa degradasi lingkung-
an, polusi udara, penurunan kua-
litas hidup, dan tekanan terhadap
sumber daya alam. Urbanisasi yang
pesat tanpa pengelolaan tata ruang
dan lingkungan yang baik telah me-
nyebabkan kemacetan, banjir, serta
peningkatan emisi karbon. Konsep
Kota Hijau merupakan salah satu
respon terkini terhadap beragam
permasalahan yang disebabkan oleh
model pembangunan kota yang ter-
sebar (urban sprawl) sehingga kota
menjadi lebih berkelanjutan dan le-
bih layak huni. Kota hijau didefinisi-
kan sebagai kota yang meningkatkan
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kualitas lingkungan (udara, air, ta-
nah, dan biodiversitas); kota yang te-
lah melakukan mitigasi dan adaptasi
ke resiko bencana, melindungi dan
meningkatkan ketahanan infrastruk-
tur, layanan, operasi, dan komunitas;
dan memastikan kebijakan lingkung-
an yang berkontribusi ke sosial dan
ekonomi kesejahteraan masyarakat
yang inklusif.

Banyaknya permasalahan ling-
kungan hidup dan permasalahan
perkotaan lainnya di suatu kota telah
mengakibatkan berkembangnya de-
finisi dan pendekatan konsep kota hi-
jau seperti disebutkan secara singkat
di atas, sehingga menimbulkan kesu-
litan dalam penerapannya. Beberapa
konsep hanya berfokus pada aspek
lingkungan hidup, namun ada juga

=

yang mencakup elemen sosio-eko-
nomi, lingkungan hidup dan infra-
struktur, dan ada pula yang menca-
kup kebijakan, ketahanan, teknologi
dan rencana ICT, dan rencana risiko
bencana. Pengukuran performa ki-
nerja kota hijau dapat dilakukan me-
lalui indikator kuantitatif, kualitatif,
atau campuran kuantitatif-kualita-
tif. Kesulitan yang dihadapi adalah
kurangnya pendataan komponen
kota hijau di perkotaan terutama di
negara-negara berkembang serta
kurangnya keseragaman konsep
dan pendekatan kota hijau menga-
kibatkan heterogenitas metode dan
indikator dalam pengukuran kinerja
lingkungan dan keberlanjutan.
Untuk membantu mencapai
tujuan ini, European Bank for Recons-

Sumber: unsplash.com
truction and Development (EBRD)
menerapkan Green City Action Plan
(GCAP) yang memprioritaskan tan-
tangan lingkungan dan keterbatasan
berdasarkan indikator spesifik yang
dipilih berdasarkan kerangka Green
City Pressure-State-Response (PSR).
Indikator-indikator tersebut bertuju-
an untuk meningkatkan ketahanan
lingkungan melalui intervensi kebi-
jakan dan investasi infrastruktur ber-
kelanjutan.

Selain EBRD, terdapat juga Asian
Development Bank (ADB) dan Erasmus
University yang mengembangkan
konsep kota hijau. Efisiensi energi
menjadi ciri khas konsep yang di-
kembangkan oleh IHS-Erasmus Uni-
versity yang mengasumsikan bahwa
efisiensi energi secara keseluruhan
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di seluruh aktivitas kota akan membantu meningkat-
kan efisiensi sumber daya kota yang pada akhirnya akan
berkontribusi pada peningkatan kinerja lingkungan, ke-
berlanjutan, dan kelayakan hidup kota. Indikator yang
dibuat tersebut disebut IHS Green City Performance Index
(IHS-GCPI) yang terus dikembangkan untuk membuat
indikator baru yang disebut IHS Global Green City Perfor-
mance Index (IHS-GGCPI).

Tujuan penerapan kota hijau di beberapa perkotaan di
Indonesia adalah menciptakan lingkungan yang lebih se-
hat, layak, nyaman dan aman. Namun di Indonesia sendi-
ri penilaian capaian penerapan kota hijau belum pernah
diukur, kecuali kota Jakarta pada tahun 2018. Penilaian
capaian penerapan kota hijau penting untuk mengetahui
aspek apa yang perlu ditingkatkan dalam penerapan kota
hijau. Alasan penulis memilih metode IHS GGCPI dalam
kajian ini karena indikator ini mampu mengukur kiner-
ja kota hijau di seluruh dunia karena dapat diaplikasikan
secara sederhana. Selain itu penulis ingin memberikan
rekomendasi kebijakan terkait peran Kementerian PU da-
lam membantu meningkatkan performa kota hijau mela-

frastruktur ramah lingkungan. Sehingga melalui temu-
an tersebut dapat dimulai pendekatan yang lebih mudah
untuk diterapkan di seluruh dunia dan menjadi dasar da-
lam metode pengukuran perfoma hijau perkotaan yang
kemudian disebut metode pengukuran IHS-GGCPI. Ada-
pun input data berbasiskan data sekunder. Adapun data
sekunder yang digunakan ini menggunakan data statistik
terbaru yang dapat penulis peroleh dari berbagai sumber.
Dalam merumuskan rekomendasi kebijakan dilakukan
metode analisis SWOT EFAS-IFAS.
Kebutuhan Data

Terdapat dua puluh enam indikator yang digunakan
dalam penelitian terkait pengukuran performa kota hijau.
Keseluruhan indikator dikelompokkan dalam delapan
sektor yang menekankan fenomena antarwilayah, yaitu:
(1) sosial-ekonomi; (2) CO2 dan energi; (3) tata guna lahan;
(4) transportasi; (5) persampahan; (6) air bersih; (7) sani-
tasi; dan (8) kualitas udara. Sektor ke-1 (sosial ekonomi)
yang mendeskripsikan profil demografi dan sosial eko-
nomi masyarakat di kota tersebut, terdiri dari 8 indikator
meliputi: luas wilayah; jumlah penduduk; pertumbuhan

lui penyediaan infrastruktur PU. penduduk; PDRB perkapita; lama harapan hidup; indeks
Gambar 1. Tahapan Analisi i Metode Perhitungan IHS Global Green Performance
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Sumber: Dokumen Penulis
Metode

Metode analisis yang digunakan di kajian ini pende-
katan literatur. Salah satunya adalah literatur pengem-
bangan metode IHS-GCCF. Pengembangan metode
THS-GCCF terletak pada tambahan elemen baru antara
lain konsep pengembangan kota kompak, penghijauan,
energi efisiensi, energi terbarukan, penghijauan, dan in-
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gini; tingkat penduduk yang tidak bekerja; dan tingkat
aksesibilitas internet. Sektor ke-2 (CO2 dan energi) yang
menggambarkan kebutuhan energi dan emisi karbon,
terdiri dari 3 indikator meliputi: total emisi CO2 yang di-
hasilkan perkapita; konsumsi listrik perkapita; dan energi
terbarukan dalam konsumsi listrik. Sektor ke-3 (tata guna
lahan), terdiri 3 indikator yang meliputi: luasan area hijau



untuk publik;

kepadatan penduduk; dan persen populasi yang hi-
dup di area kumubh. Sektor ke-4 (transportasi) yang terkait
aksesibilitas masyarakat, terdiri dari 3 indikator yang me-
liputi: panjang jaringan transportasi publik; persen alat
transportasi privat yang dipakai bersama; dan panjang
lintasan sepeda yang terlindungi. Sektor ke-5 (persampa-
han) yang menggambarkan bagaimana manajemen per-
sampahan masyarakat perkotaan, terdiri dari 3 indikator
meliputi: sampah yang diolah pemerintah; presentase
sampah terdaur ulang dari sampah yang terolah; dan
sampah yang diproduksi oleh penduduk kecuali sampah
konstruksi. Sektor ke-6 (air bersih) terdiri dari 3 indikator,
meliputi: total air yang dikonsumsi penduduk per hari;

persentase kebocoran air perpipaan; dan akses air minum
perpipaan. Sektor ke-7 (sanitasi) yang meliputi 2 indikator
yaitu: persentase akses sanitasi layak dan persentase sa-
nitasi aman. Sektor ke-8 (kualitas udara) hanya terdiri 1
sektor yaitu: rata-rata level polutan yang dihasilkan oleh
suatu kota.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis
didapatkan hasil perhitungan pengukuran kota hijau Met-
ropolitan Jabodetabek sebesar 17,08. Dari hasil analisis
masing-masing sektor, nilai performa hijau paling tinggi
didapat dari sektor sosial-ekonomi dengan nilai 7,57, me-
nyusul sektor transportasi yang mencapai 3,91, sektor

Tabel 2. Pengukuran performa hijau metropolitan Jabodetabek menggunak tode IHS-GGCPI
/ Nilai sebenarnya (Data I':':";",’_"a Performa
Skunder: BPS dan Dokumen 1HS SCORE (Range rata-rata dan nilai normal) ©! ;a;’“" kota hijau
5 Bobot (Wav) (%) (Rata- lainya) (V2) Sumber Nilai indikasi | t12P sektor
Indokator| % INDIKATOR (QT) rata bobot di tiap Data (sesuai IHS
w kelompok) Score)
Tahun Sangat dibawah rata- | Dibawah rata-rata Rata-rata Diatas rata- Sangat diatas (S.Wav) IS.Wav
Nilai (v2) rata (1 point) (2point) (3 point) rata (4 point) | rata-rata (5 point)
1 Luas Wilayah (km2) 6.825,00 9] ) (5] [§] ) )
2 Total populasi (orang) 090 31.286414,00 2022 | [(19)126] | kurang dari 790.017 79001754 22044554 | 3915000sd lebih dari 5 45
2220445 3.915.000 10.154.134 10.154.134
3 Pertumbuhan Penduduk (%) 011 261 2022 [19), [26] kurang dari 0,33 0,335d 0,89 0895d14 145d2,19 lebih dari 2,19 5 055
4 PDRB per Kapita (Juta Rupiah) 0,16 204.887,33 2022 [21), 1271 kurang dari 14,222 14,222 5d 22.1395d42.103 | 42103 5d 46,344 | lebih dari 46,344 5 08
- 22139 757
5 g Lama Harapan Hidup (tahun) 0,16 73,65 2022 [24], [28] kurang dari 73,2 73.25d77,2 77,25d 80,2 80,25d 82,41 lebih dari 82,41 2 0,32
6 8 | Giniindex (0sd 100) 018 39,40 2022 122],125] lebih dari 55 5554436 4365d36 365d30 kurang dari 30 3 054
7 Angka Pengangguran Rata-Rata (%) 017 8,11 2022 [23],129] lebih dari 10,6 106sd7,7 7,75d 5,08 508s5d4 kurang dari 4 2 0,34
8 Tingkat Aksesibilitas Internet (%) 013 84,65 2022 120) kurang dari 57 575d69,61 69,615d82,1 82,15d88 lebih dari 88 4 052
9 = Emisi CO* 034 6,58 2022 1301 lebih dari 9,1 9,15d5,58 5,58.5d 3,868 3,8685d 2,43 kurang dari 2,43 2 0,68
3
" S| Total energi lstrik yang ) 355
§ | dikonsumsi perkapira 023 3457 2022 B1 kurang dari 4,72 472541224 12245d21,09 | 2109543237 | lebih dari32,37 5 115
I
" S | Energi listrk dari energi terbarukan
yang dikonsumsi oleh kota (%) 043 1230 2022 32 kurang dari 0,1 015d33 33sd115 1155427 lebih dari 27 4 172
2 Luasan area hijau untuk pubnlik _
5 | (lometerperseg) 041 1482 2022 33 kurang dari 4,49 4495d11,.87 11,875d2376 | 2376544593 | lebih dari4593 3 123
3 £ | Kepadatan penduduk (orang/m?) 026 4.555,00 2022 134,35] | kurang dari 1.639,79 1639,79sd 380878sd  |5849,195d9.942| lebih dari 9.942 3 078 267
2 3.808,78 584919
14 | Populasi yang hidup di area kumuh (%) 033 18,82 2022 2 lebih dari 22,03 22,035d 10,2 10,25d3 35d034 kurang dari 0,34 2 0,66
15 = Transportasi masal (meter untuk 10.000 orang) 043 393,40 2022 361 kurang dari 64,38 64,385d 2539 253,95d 590 5905d 1.410 lebih dari 1.410 3 1,28
H
16 2 | % Penduduk menggunakan transportasi umum 025 1845 2022 371 lebih dari 50 505d 41 415d284 28,45d 20 kurang dari 20 4 0,98 391
£
7 Panjang jalur khusus sepeda dan pejalan kaki ) o
yang terlindung (meter iap 10,000 orang) 033 31361 2022 138] kurang dari 87 875d 504 5045d1.753 | 17535d3.530 | lebih dari 3530 5 165
18 9% sampah yang diangkut/terolah oleh ) )
| pemerintahswasta 030 60,00 2022 02 kurang dari 60 605d85 855d93.18 93.185d97.8 lebih dari 97.8 2 0,60
&
19 £ | %sampah yang terdaur ulang 0,39 14,00 2022 n2 kurang dari 2,9 295d16 165d 25 255d51 lebih dari 51 2 078 293
5
2 < | sampah yang dihasilkan penduduk kecuali )
sampah bangunan (klogram/kapita) 031 262,59 2022 02 lebih dari 50 5505d 450 4505d 350 3505d26645 | kurang dari 266.45 5 155
21 Jumlah air bersih yang dikonsumsi penduduk 0,30 420,13 2022 n2 lebih dari 329,78 329,78 sd 243,515d 184 1845d1164 | kurang dari 1164 1 030
o |literhar) 243,51
2 % 5 kebocoran layanan air bersih perpupaan 035 46,00 2022 2 lebih dari 37,36 37,36 5d 20,2 2025d 12 125d5 kurang dari 5 1 035 1,00
k-
3 % akses air perpipaan 036 3830 2022 12 kurang dari 89,6 89,65d95 95549871 98,715d99 lebih dari 99 1 036
2 | %akses sanitasi aman 049 55,40 2022 12 kurang dari 86,6 86654938 93,85d 963 96,35d9836 | lebih dari 98,36 1 049
£ 202
5
25 ¥ | % akses sanitasi layak 051 80,30 2022 12 kurang dari 25 255d 55 555d89,9 89,95d 95,52 lebih dari 95,52 3 1,53
\25 £ § | Ratarata polutan PMIO levels (ug/) 1,00 67,77 2019 130] lebih dari 71 715d36 365d24 245d18 kurang dari 18 1 1,00 w,ooj
EE
2

Sumber: Hasil Analisis, 2024
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Mass Rapid Transit Jakarta

CO? dan energi sebesar 3,55, sektor persampahan yang
mencapai 2,93, tata guna lahan 2,67, dan sanitasi 2,02. Se-
dangkan satu-satunya aspek yang memiliki nilai dibawah
2 adalah sektor kualitas udara dan air bersih.

Sektor sosial-ekonomi berkorelasi positif terhadap
tingginya populasi Jabodetabek yang berbanding lurus
dengan kepadatan penduduk yang tinggi dalam sektor
tata guna lahan, namun tingginya angka indeks gini yang
menunjukkan ketimpangan pendapatan masyarakat. Pe-
ngaruh jumlah penduduk Jabodetabek yang mencapai
31.286.414 pada tahun 2022, dengan pertumbuhan pen-
duduk diperkirakan mencapai 2,61% pertahun. Hal terse-
but menyebabkan juga terjadinya kebutuhan energi yang
besar terkait listrik dan juga bahan bakar. Hal tersebut
terlihat dari tingginya angka sektor CO2 dan energi yang
mencapai 3,55.

Tingginya penduduk Jabodetabek tidak berbanding
lurus dengan angka pendapatan perkapita yang rendah,
sedangkan angka pengangguran tinggi. Hal tersebut ber-
korelasi positif terhadap tingginya angka indeks gini di Ja-
bodetabek yang mencapai 39,4. Hal ini menggambarkan
sangat tingginya kesenjangan pendapatan penduduk di
Jabodetabek. Selengkapnya hasil analisis performa hijau
untuk Jabodetabek dapat dilihat pada Tabel 2.

Tingginya penduduk juga dibutuhkan banyaknya
transportasi massal. Sektor transportasi di Jakarta me-
nempati peringkat kedua dari pengukuran performa per-
kotaan, hal ini menunjukkan bahwa Jabodetabek telah
mengalami peningkatan terutama dibidang aksesibilitas
yang terlihat dari jumlah transportasi masal yang terus
naik dari tahun ke tahun dan juga panjang lajur pejalan
kaki yang juga terus naik dari tahun ke tahun. Pada Sep-
tember 2022, cakupan layanan angkutan umum Jakarta
sudah mencapai 86 persen, yang ditargetkan meningkat
menjadi 95 persen. Rapid transit di Jabodetabek terdiri dari
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LRT Jabodetabek, TransJakarta BRT, LRT Jakarta, MRT Ja-
karta, KRL Commuterline, dan Lin Soekarno-Hatta. Sistem
bus swasta seperti Kopaja, Metromini, Mayasari Bakti dan
PPD juga menyediakan layanan penting bagi komuter
Jakarta dengan banyak rute di dalam Jakarta. Pengguna
angkutan umum di Jabodetabek pada tahun 2022 tercatat
sebesar 18,45%. Dalam kaitannya dengan pembangunan
jalur sepeda dan pejalan kaki di Jakarta sampai dengan
akhir 2022 panjang jalur sepeda telah mencapai 313.607
Km, sehingga jika ditambah oleh kota satelitnya total jalur
pejalan kaki dan sepeda mencapai 413.237 Km.

Tingginya performa hijau perkotaan untuk sektor tata
guna lahan terlihat terlihat dari luas area hijau perkapita
yang tinggi di Metropolitan Jabodetabek yaitu seluas 14,82
m2/orang. Selanjutnya, untuk sektor persampahan men-
capai nilai performa sebesar 2,93 dan pada sektor sanitasi
mencapai nilai performa hijau metropolitan Jabodetak
mencapai 2,02. Jabodetabek didukung oleh 3 Instalasi
Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan 9 Instalasi Pengolahan
Limbah Tinja (IPLT).

Sedangkan, untuk mendukung layanan persampahan
di Jabodetak terdapat 4 Tempat Pembangunan Sampah
Akhir (TPAS) dan 1 Tempat Pengolahan Sampah Terpa-
du (TPST). Kapasitas terbesar dimiliki oleh TPST Bantar
Gebang yang memiliki kapasitas tampung 8.000 ton/hari.
Dari kelima TPST tersebut diprediksi TPA Rawa Kucing
dan TPA Cipeuncang diprediksi akan overload. Berda-
sarkan data Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2022,
DKI Jakarta menyumbang timbulan sampah tertinggi di
Jabodetabek dengan jumlah 7.425 ton/hari dengan tingkat
layanan 85%. Penduduk Kabupaten Tangerang juga sudah
terlayani persampahannya sebesar 85%. Sementara, Ka-
bupaten Bekasi hanya 46% masyarakatnya yang terlayani
persampahannya. Hal ini sangat ironis karena TPA regio-
nal yang utama untuk Jabodetabek berada di Bantar Ge-



bang, Kabupaten Bekasi. TPA Bantar Gebang ini dipredik-
si akan segera penuh, sehingga saat ini telah dioperasikan
juga TPA Nambo yang berada di Kabupaten Bogor.

Selain pengoperasian TPA regional baru, terdapat 4 re-
gulasi terkait manajemen persampahan terutama di kota
Jakarta yaitu Perda DKI Jakarta no. 3 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Sampa. Melalui Perda DKI Jakarta no.3 Ta-
hun 2013, pemerintah DKI Jakarta mulai mengimplemen-
tasikan konsep zonasi sehingga pelayanan persampahan
dibagi menjadi beberapa area. Khusus untuk kawasan
yang diperkirakan dapat mengelola sampah secara man-
diri seperti permukiman elit, perkantoran, dan komersial
dilimpahi tugas untuk mengelola sendiri pesampahan-
nya. Hal ini sejalan dengan Pergub no. 108 Tahun 2019
yang menyebutkan target untung pengurangan sampah
dari sumber sebesar 30% dan pengolahan sampah sebe-
sar 70% dan ditindaklanjuti dengan Pergub no. 77 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga,
dan Pergub DKI Jakarta no. 102 Tahun 2021 tentang Kewa-
jiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan.

Performa hijau terendah metropolitan Jabodetabek
terdapat pada sektor kualitas udara, terkait dengan be-
sarnya polusi yang dihasilkan Jabodetabek melampaui
ambang batas rata-rata standar perkotaan yaitu 50 ug/m?.

Analisis untuk Usulan Alternatif Kebijakan

Untuk menentukan isu dan strategi yang menghasil-
kan masukan rekomendasi kebijakan. Berdasarkan peme-
taan isu-isu eksternal yang terkait dengan pengembangan
Jabodetabek menjadi kota hijau maka dapat dilihat hasil
EFAS seperti tabel 6, sedangkan berdasarkan pemetaan

Tabel 6. Hasil EFAS metropolitan Jabodetabek

isu-isu lokal dalam kawasan metropolitan Jabodetabek da-
pat dipetakan menjadi tabel IFAS seperti tabel 7.

Berdasarkan hasil EFAS dan IFAS tersebut terlihat
bahwa strategi yang diperlukan dalam peningkatan per-
forma hijau metropolitan Jabodetabek adalah diversifika-
si (Kuadran IV) karena meskipun menghadapi berbagai
ancaman, namun sebagai perkotaan Jabodetabek masih
memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus
diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk me-
manfaatkan peluang jangka panjang. Adapun kekuatan
Jabodetabek diantaranya: (1) Jabodetabek merupakan
kota metropolitan dengan kontribusi PDRB terbesar di In-
donesia yang mencapai 24% dari PDRB nasional; (2) telah
tersedianya integrasi antar moda sudah terhubung dan
ketersediaan transportasi masal yang berbasis rel yang
menjangkau dari kawasan inti ke kota-kota satelit dengan
waktu tempuh yang sangat cepat sehingga meningkatkan
preferensi penggunaan angkutan umum; (3) Ketersedian
angkutan umum fasilitas jalur sepeda pejalan kaki yang
aman dan nyaman, sehingga meningkatkan preferensi
penduduk untuk berjalan kaki, bersepeda, dan berolah-
raga; (4) Persentase capaian akses perpipaan sudah diatas
38,3% (target nasional 30%); (5) Persentase capaian akses
sanitasi aman sudah diatas 55% (target nasional 15%); dan
(6) Ketersediaan area hijau untuk publik.

Namun, dalam upaya peningkatan performa hijau
perkotaan masih dihadapkan pada tantangan antara lain:
(1) Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi dan juga
total populasi yang mencapai 31 juta orang menyebabkan
kebutuhan layanan infrastruktur permukiman meliputi
layanan air minum, air limbah , drainase perkotaan, hu-

ISU PERFORMA GREEN CITY METROPOLITAN JABODETABEK
FAKTOR EKSTERNAL TINGKAT| BOBOT |RATING | SKOR
1 |Sebogoi hub tronsportosi nosional don internasional 4 0,25 3 0,75
“E" . Terdapat peningkatan aksesibilitas regional-kawasan dengan dibangunnya 2 .15 2 om6
E tol, kereta cepat, dan pelabuhan baru (Patimban) ' i
=
=] Terdapat bebe b TOO di Jabodetabek (Blok M, SCBD, Se
% 3 & pa rapa kowasan i Ja et (Blo , SErpong, 5 0.19 3 0,56
& Bekasi Kota, dil)
o
4  |Adanya rencana perluasan kawasan menjodi Megapolitan 3 0,19 3 0,56
5 |Adanya rencana penombahan panjang kereta cepat 3 0,19 3 0,56
16 1,00 [M300
1 |Ancamaon abrosi don penurunan muka toroh di utara ? 0,17 -4 |-0,67
. Dilewati oleh beberopa sungai besar yong jika tidok dikelolo dapat ) N
< z ) o " 2 0,17 4 0,67
] rmaeningkatkan risiko banjir
z 3 |Terdapat alih fungsi lahan untuk mendukung kegiatan perkotaan. 4 033 | -4 |-133
Tingginya resiko pencemaran lingkungan akibat aktivitas sektor industri
4 4 0,33 -3 |-1,00
dan perkotaan.
12 1,00 -3,67
TOTAL -0,67

Sumber: Hasil Analisis, 2024
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Tabel 7. Hasil IFAS metropolitan Jabodetabek

15U PERFORMA GREEN SITY MITROPOLITAN JABCCETAREE

TAMTOR INTERNAL

[ TIRGKAT | BOROT| RATING |

1

1% perkstaan eyusbanyg FORS terbesar sarional [245) 5 0,22 ]
. |Inbegroal ontar moda sudah berhubung dan ketersedioan Broneporton sl yong Berbais el yong menjonglou dar kowaaon ingi N a1t N -
© llew losta-kata iatelit dengon wakiu tempuh yang sangat crpat sehisgga meninglotion pritenent] penggueson angiuton wmum '
2 3 |Meteriadion angkutan umum kit falr sepeda pejian kald yong amon dan nyamon, wehingga mesingkatkan prefens N a1 3 -
- peenchiuk untuk baralon kaki, berepeda, don berclahroga i
£
G
4 | PErest0se CORRON DMEES DATHROON sUd0h otas 383 (torpet nosiongl 300) ] 217 4 0,52
B | Persesqose COPRON olises 10011081 aman sudah dialos 55 [Tomes sosional 15%) ] 817 3 k]
& |Eeversedioos oreo Mo untuk pubis ] 013 z 0,52
3 LoD 391
Perhumbihon Medudul yong S0ngat Tinggi don jega total popedosl yong mercapal 31 juto erong menyebabioon kebutuhon loyanan
1 | infroasruidue pemmakiman meliput] kayonas oir minum. oir Bmbah . droinase perkotoon, Runkan, Tensporasi, don energl yong songat ] 0.9 -3 -08a
Essr
i
B | 2 |Tinggin indeba gini yung menggambarkon etimpangen skonomi pesdudul 4 0,24 & 0,94
E B | Pressnnnse pendudul yoeg Bedup o oned ufmeh [Rofger 0%) ¥ als =5 -084
= -
& |Perssnfase sampah yarg diosgiut fercloh wsdch diotos G0% (Earget notloncl TOR) 3 18 1 =051
5 |Pabensi kebemdoan badan surgal sebagal fahs bins belum Simantoatian secon optimal untuk mesingkatian kuattas lingaungan s . N .
dan pererakimon
17 1,00 =147
TOTAL (51 3,00 [

nian, transportasi, dan energi yang sangat besar; (2) An-
caman abrasi dan penurunan muka tanah di utara; dan
(3) Terdapat alih fungsi lahan untuk mendukung kegiatan
perkotaan. Selain itu diperlukan beberapa perbaikan di
sektor ekonomi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi
masyarakat yang tinggi dan juga penguatan sektor per-
sampahan.

Grand strategy untuk meningkatkan performa hijau Ja-
bodetabek serta mewujudkan Jabodetabek sebagai pusat
perdagangan dan jasa internasional yang adaptif bencana
dan berkelanjutan adalah: (1) meningkatan kualitas dan
kuantitas infrastruktur dasar di Kawasan Perkotaan; (2)
meningkatkan konektivitas antar moda; (3) menambah
luas kawasan TOD dan area hijau; (4) mewujudkan perko-
taan yang tangguh dan berketahanan terhadap bencana,
(5) meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi;
dan (6) memperkuat ketahanan bencana.

Rekomendasi Kebijakan
Dari hasil analisis IHS-GGCPI yang dilakukan di ketiga
metropolitan dan berdasarkan analisis SWOT dan EFAS

IFAS dapat disimpulkan beberapa Green City Action Plan

(GCAP) yang dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan

untuk peningkatan performa kota hijau yang dapat dilaku-

kan oleh Kementerian Pekerjaan Umum antara lain:

+ Meningkatkan layanan infrastruktur dasar untuk men-
dukung kota layak huni (Direktorat Jenderal Cipta Kar-
ya) melalui strategi: (1) Meningkatkan layanan air bersih
dan sanitasi kepada masyarakat baik yang mampu ma-
upun tidak mampu melalui mekanisme subsidi silang
dan bantuan pemerintah; (2) Menggunakan air secara
bijak dan menjaga air baku melalui reboisasi, budaya
buang sampah pada tempatnya, dan membuat sumur
resapan; (3) Menangani persampahan secara bijak. Hal
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Sumber: Hasil Analisis, 2024

ini dapat dilakukan melalui edukasi dan peningkatan
kesadaran masyarakat untuk mengurangi sampah dari
individu dan rumah tangga dan melakukan reuse dan
recycle. Selain itu diperlukan juga penanganan sampah
antar wilayah dan juga penanganan sampah menggu-
nakan teknologi; dan (4) Menggunakan kembali air
limbah setelah pengolahan. Air limbah rumah tangga
dapat digunakan untuk menyiram tanaman atau toilet.
Sedangkan kolaborasi antar Kementerian dilaku-
kan Kementerian PU (Badan Pengembangan Infra-
struktur Wilayah) dengan Kementerian Agraria dan
Tata Ruang terkait tata guna lahan:
Meningkatkan luas area hijau dan penertiban tata guna
lahan melalui: (1) Perencanaan tata ruang dan rancang
kota yang mendukung dan memudahkan penggunaan
transportasi umum dan pedestrian. Pada prinsipnya,
transit oriented development (TOD) diharapkan dapat
mendorong warga kota agar lebih banyak mengguna-
kan transportasi umum, untuk itu tata ruang di sekitar
simpul-simpul transportasi perlu dibuat dengan gradasi
kepadatan yang semakin tinggi dan penggunaan lahan
yang beragam (mixed used). (2) Mengurangi dampak
kerusakan lingkungan dan bencana melalui perluas-
an area hijau dan penertiban tata guna lahan, yang
dapat dilakukan melalui rehabilitasi lahan dan hutan,
pembangunan hutan berbasis masyarakat, reboisasi,
pencegahan deforestasi, pengolahan DAS dan pesisir,
perlindungan mangrove dan ekosistem terumbu ka-
rang. Pengurangan resiko bencana dapat dilakukan
melalui perencanaan dan pengelolaan mitigasi benca-
na (sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, pencegahan
dan penanganan banjir). (3) Memastikan ketersedia-
an ruang terbuka hijau untuk meminimalisasi polusi
udara. Peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan
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pengembangan ekonomi memerlukan lahan dan sum-
ber daya yang tidak sedikit. Pembangunan kota yang
tidak terkendali akan menyebabkan degradasi kualitas
lingkungan hidup. Dalam UU no 26 tahun 2007 tentang
Penataan Ruang mengamanatkan alokasi minimal
30% dari lahan perkotaan untuk Ruang Terbuka Hijau
(RTH) yang terbagi atas 20% di lahan publik dan 10%
di lahan privat. Mengingat harga lahan yang semakin
meningkat RTH dapat dibangun secara vertikal misal-
nya dengan memanfaatkan juga atap gedung-gedung.
Kota perlu pula berperan aktif dalam melakukan upaya
konservasi sumber daya alam. Hal ini dapat dilakukan
dengan penetapan kawasan lindung dan konservasi
sumber daya alam dan menggunakan sumber daya
kehutanan dengan bijak dan berkelanjutan. Salah satu
upaya lain adalah dengan adanya skema biaya imbal
jasa lingkungan. Pembayaran imbal jasa lingkungan
diberikan kepada pihak-pihak yang bersedia untuk
melakukan konservasi atas lahan yang dimilinya untuk
penyediaan jasa lingkungan bagi publik.

Selain itu kolaborasi antar Kementerian dilakukan
Kementerian PU (Badan Pengembangan Infrastruktur
Wilayah) dengan Kementerian Perumahan terkait ke-

Sumber: Hasil Analisis, 2024

tersediaan permukiman yang berkualitas:

+ Meningkatkan permukiman layak dan berkualitas me-
lalui: (1) Menyediakan ruang huni yang layak (rusuna-
mi dan rusunawa) dan lengkap dengan kebutuhan sa-
rana-prasarana dasar bagi masyarakat berpenghasilan
rendah (MBR) di lokasi yang tidak jauh dari sumber
mata pencaharian; (2) Mengizinkan penggunaan cam-
puran antara komersial dan perumahan untuk mem-
buka ruang usaha bagi MBR di lokasi strategis yang
menjadi akses transportasi ke perkantoran sebagai sen-
tra-sentra Pedagang Kaki Lima (PKL), pasar rakyat, sen-
tra industri UMKM, dan lain-lain; dan (3) Menyediakan
fasilitas kesehatan, pendidikan, dan permodalan untuk
MBR.
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A. Perkotaan dan Ketahanan pa-
ngan dalam konteks pembangunan
berkelanjutan.

Pangan termasuk ke dalam kebu-
tuhan dasar manusia selain sandang
dan papan serta merupakan bagian
dari hak asasi manusia. Maka penye-
diaan pangan menjadi sangat krusial
dalam konteks pembangunan suatu
wilayah. Dalam Undang - Undang
No. 18 tahun 2012 tentang Pangan,
penyelenggaraan pangan dilakukan
untuk memenuhi kebutuhan dasar
manusia yang memberikan manfaat
secara adil, merata, dan berkelanjut-
an berdasarkan kedaulatan pangan,
kemandirian pangan dan ketahanan

pangan. Ketahanan Pangan sendiri
menurut Undang-Undang Pangan
yaitu kondisi terpenuhinya pangan
bagi negara sampai dengan perseo-
rangan, yang tercermin dari tersedia-
nya pangan yang cukup, baik jumlah
maupun mutunya, aman, beragam,
bergizi, merata, dan terjangkau serta
tidak bertentangan dengan agama,
keyakinan, dan budaya masyarakat,
untuk dapat hidup sehat, aktif, dan
produktif secara berkelanjutan.

Isu ketahanan pangan tidak ha-
nya menjadi isu di Indonesia, namun
sudah menjadi perhatian global. Hal
ini tertuang dalam Sustainable De-
velopment Goals (SDGs) tujuan dua

Sumber: antaranews.com

yaitu “Menghilangkan Kelaparan,
Mencapai Ketahanan Pangan dan
Gizi yang Baik, serta Meningkat-
kan Pertanian Berkelanjutan”. Dari
perspektif makro pengembangan
wilayah, ketahanan pangan dapat
diasumsikan dengan kawasan perta-
nian yang didukung dengan sistem
hub and spoke yang hierarkis terkait
dengan sistem pertanian dari hulu
hingga hilir. Kawasan produksi dan
distribusi merupakan satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dan saling
mempengaruhi, dalam hal ini kawa-
san perkotaan merupakan kawasan
distribusi yang potensial mendukung
kawasan pertanian.
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TANPA

« KELAPARAN
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan
Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan
Pertanian Berkelanjutan

1. Akses umiversal lerhadap makanan yang aman

dan bergizi

Mengakhiri segala bentuk malnutrisi

Peningkatan praduktivitas dan pendapatan

produsen makanan skala kecil

4. Produksi pangan berkelanjulan dan prakiik
pertanian tangguh

5. Menjaga keragaman genedik dalam produksi
pangan

b B2

Target SDGs N
poin2dan 11

‘l ‘I ; II.['IITA DAN PEIlIUI{I.MMI

YANG BERKELANJUTAN

Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman,

1L
2
3
4,
i
.
1.
]
]

10,

Tangguh dan Berkelanjotan

Perumahan dan Pemukiman Layak
Transportasi Berkelanjulan

. Urbanisasi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Pelestarian Warisan Budaya dan Alam
Mengurangi Risike Bencana

{ltampak Lingkungan Kota yang Berkelanjutan
Ruang Publik yang Aman dan Inklusif

. Perencanaan Kota yang Inklusif dan Terpadu

Pembangunan Berkelanjutan di Daerah Rentan
Peninghkatan Kapasitas Perkotaan

Sumber: diolah dari globalgoals.org

Kawasan perkotaan harus mam-
pumenjadi wadah distribusi komodi-
tas pertanian, baik itu sebagai pasar
utama ataupun sebagai “penyalur”
ke pasar yang lebih luas dengan du-
kungan aksesibilitas darat, laut dan
udara yang dimiliki. Dalam menja-
lankan peran penting tersebut, kawa-
san perkotaan memerlukan dukung-
an infrastruktur yang inklusif, aman,
tangguh dan berkelanjutan, hal ini
sesuai dengan tujuan SDGs poin sebe-
las yaitu “Kota dan Pemukiman yang
Berkelanjutan”. Kota dan Pemukim-
an yang berkelanjutan memiliki be-
berapa target pembangunan seperti
perumahan dan pemukiman layak,
urbanisasi yang inklusif dan berke-
lanjutan, mengurangi risiko bencana
serta perencanaan kota yang inklusif
dan terpadu. Keterkaitan antara per-
kotaan dan pertanian khususnya ke-
tahanan pangan memerlukan peren-
canaan dan implementasi yang perlu
memperhatikan aspek keberlanjutan
lingkungan, sosial dan ekonomi se-
hingga masing-masing sektor lebih
efektif dan efisien untuk saling men-
dukung dan meminimalisir potensi
backwash effect yang bersifat negatif.
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B. Dukungan Infrastruktur dalam
mendukung pertanian dan perko-
taan di Provinsi NTB.

Provinsi Nusa Tenggara Barat
(NTB) terdiri atas dua pulau utama,
yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sum-
bawa, yang memiliki potensi eko-
nomi unggulan di sektor pertanian
dan pariwisata. Dalam lima tahun
terakhir, sektor pertanian menjadi
kontributor terbesar terhadap PDRB
NTB, dengan rata-rata kontribusi se-
besar 22,8% per tahun. Khususnya,
subsektor tanaman pangan membe-
rikan sumbangan signifikan, yakni
9,52% terhadap PDRB NTB pada ta-
hun 2021, menjadikannya penyum-
bang utama PDRB selama satu deka-
de terakhir.

Dalam Peraturan Presiden No-
mor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024,
pembangunan Provinsi Nusa Teng-
gara Barat (NTB) difokuskan pada
dua koridor utama: pertumbuhan
dan pemerataan. Upaya ini diarah-
kan untuk mendorong diversifikasi
industri berbasis pertanian, peter-
nakan, perkebunan, perikanan, dan
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ekowisata, sekaligus mengurangi ketergantungan pada
sektor pertambangan. Beberapa major project yang telah
ditetapkan meliputi: (1) Pengembangan Destinasi Pariwi-
sata Prioritas Lombok; (2) Pemulihan pasca bencana di
Pulau Lombok dan sekitarnya; (3) Hilirisasi industri ber-
basis mineral untuk meningkatkan nilai tambah.

Dari sisi indikator ekonomi dan keuangan, NTB tergo-
long provinsi dengan tingkat perkembangan sedang. Pro-
duk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar
harga konstan tahun 2021 sebesar Rp18,26 juta, termasuk
tiga terendah di Indonesia, dengan rata-rata pertumbuh-
an 1,70% selama periode 2010-2021. Indeks Kapasitas Fis-
kal Daerah (KFD) NTB pada tahun yang sama berada di
kategori rendah, yaitu 0,408. Persentase penduduk miskin
mencapai 13,38% atau sekitar 735.768 jiwa, menempatkan
NTB di peringkat ke-8 dari 34 provinsi. Dari sisi pendidik-
an, rata-rata lama sekolah di NTB tercatat sebesar 7,38
pada tahun 2021.

Melihat dari berbagai indikator di atas masih diperlu-
kan upaya perbaikan ekonomi di Provinsi NTB. Salah satu
perbaikan ekonomi yang dapat dilakukan yaitu dengan
pengembangan sektor unggulan sebagai daya pengung-
kit pertumbuhan ekonomi wilayah. Tanaman pangan
sebagai sektor unggulan di NTB tentunya sejalan dengan

i -
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konsep ketahanan pangan, hal ini dapat dilihat dari luas
panen sebesar 288 ribu hektar dengan produktivitas 53,64
ku/ha dan jumlah produksi sebanyak 1,5 juta ton pada ta-
hun 2023 (BPS NTB, 2024). Distribusi komoditas unggulan
di Provinsi NTB terpusat pada outlet masing-masing pu-
lau. Dari Pulau Lombok, pengiriman dilakukan melalui
Pelabuhan Lembar menuju Pulau Bali dan Surabaya. Se-
mentara itu, komoditas dari Pulau Sumbawa dikumpul-
kan di Pelabuhan Bima untuk didistribusikan ke Makassar
dan Flores.

Dukungan infrastruktur fisik maupun non-fisik sa-
ngat mempengaruhi perwujudan ketahanan pangan,
salah satu Infrastruktur yang berkaitan langsung dengan
ketahanan pangan yaitu infrastruktur sumber daya air se-
perti bendungan, di mana Provinsi NTB memiliki sekitar
14 bendungan besar dengan mayoritas memiliki manfaat
irigasi pertanian dan masih terdapat 1 bendungan besar
yang masih proses dibangun yaitu Bendungan Meninting
di Lombok Barat. Provinsi NTB memiliki dua Wilayah Su-
ngai (WS) yaitu WS Lombok dan WS Sumbawa. Rencana
Pengelolaan Sumber Daya Air di kedua WS ini menyata-
kan rehabilitasi jaringan irigasi diprioritaskan pada Dae-
rah Irigasi di kawasan lumbung beras provinsi. Terdapat
sekitar 501 daerah irigasi (DI) di Provinsi NTB dengan 18

&

Sumber: Data LBS Provinsi NTB diolah BPIW, 2022
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DI merupakan kewenangan

C. Strategi Mewujudkan Ketahanan

Aksesibili

pusat, 34 provinsi merupakan kewe-  Pangan dan Perkotaan Berkelanjut- ~
nangan provinsi dan 449 DI merupa-  andiNTB. :._‘; ;
kan kewenangan kabupaten/kota. Strategi menuju Provinsi NTB i

Lebih lanjut lagi, infrastruktur  yang memiliki ketahanan pangan b
juga mendukung pencapaian kawa-  mutlak diperlukan agar pembangun- :
san perkotaan berkelanjutan yang  an dapat tepat sasaran, tepat fungsi, —_—
mampu mendukung kawasan per-  dantepat manfaat. Salah satu strategi 4
tanian di sekitarnya. Perkotaan di ~ dalam mengembangkan ketahanan B
Provinsi NTB semuanya mendukung  pangan di NTB yaitu dengan anali- a"ﬂ
kawasan hinterland di sekitarnya ter-  sis faktor internal-eksternal wilayah I.:._,

utama sektor pertanian. Kawasan
perkotaan tersebut yaitu PKN Ma-
taram, PKW Praya, PKW Sumbawa
Besar, PKW Raba, PKL Gerung, Tan-
jung, Selong, Taliwang, Dompu, dan
Woha. Infrastruktur pendukung ka-
wasan perkotaan tersebut seperti air
minum, aksesibilitas darat-laut-uda-
ra, air limbah, persampahan, kawa-
san permukiman dan penyediaan pe-
rumahan. Penyediaan infrastruktur
perkotaan yang baik secara langsung
dan tidak langsung akan mempenga-
ruhi keberhasilan pengembangan

baik itu di kawasan pertanian itu
sendiri maupun dengan kawasan
pendukung pertanian dalam hal ini
kawasan perkotaan. Infrastruktur
memegang peranan penting dalam
peningkatan produktivitas di hulu
produksi, serta mendorong efektivi-
tas dan efisiensi distribusi hasil perta-
nian yang pada akhirnya meningkat-
kan ekonomi wilayah. Mengutip dari
Dokumen Rencana Pengembangan
Infrastruktur Wilayah (RPIW) Pro-
vinsi NTB tahun 2023-2029, terdapat
4 (empat) strategi dalam pengem-

pertanian di sekitarnya mengingat  bangan pertanian dan perkotaan di Kawasan ! el
perkotaan mempunyai fungsi koleksi ~ NTB yaitu: Perkotaan -:f_;g i ! "" iy
dan fungsi distribusi pertanian dari 1. Peningkatan produktivitas dan Pertanian B i
hulu hingga ke hilir. pertanian untuk mewujudkan Kabupaten )

Sumbawa
Strategi Pengembangan Pertanian dan Perk Provinsi NTB

Pengembangan

1. Pengembangan
Simpul-Simpul
dan Moda
Transportasi

Irigasi dan Lahan

. Baku Sawah
1. Peningkatan

produktivitas
pertanian untuk
mewujudkan
swasembada
pangan

4. Menjarmin
konektivitas simpul
koleksi dan
distribusi untuk
mewujudkan

\ jaringan pemasaran

komoditas unggu

2. Peningkatan
kualitas teknologi
pertanian,
pembibitan dan
sumber daya
manusia

2. Optimalisasi
Jaringan
Aksesibilitas

2. Hilirisasi sentra
preduksi pertanian 1
melalui
pengolahan untuk
mewujudkan
agregasi nilai
tambah ekonomi

wilayah

3. Pemenuhan SP
perkotaan di pusat
pelayanan prioritas
untuk penguatan
pusat-pusat
pertumbuhan di
wilayah

J

Pembangunan lnduﬁ
Pengolahan dan
Pengemasan Hasil
Pertanian

1. Penyediaan Infrastruktur
Dasar (Sumber Daya Air,
Sanitasi, Perumahan dan
Kawaszan Permukiman)

2. Pengembangan Simpul
Legistik (Mobilitas dan

2. Peningkatan fasilitas
Jaringan Transportasi)

umum perkotaan
{Kesehatan, Pendidikan,

Pasar) 3. Dukungan infrastruktur

dasar pada pusat pelayanan

pertanian /

Sumber: diolah dari RPIW NTB 2023-2029
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swasembada pangan;

2. Hilirisasi sentra produksi pertanian melalui pengolahan
untuk mewujudkan agregasi nilai tambah ekonomi
wilayah;

3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
perkotaan di pusat pelayanan prioritas untuk penguatan
pusat-pusat pertumbuhan di wilayah;

4. Menjamin konektivitas simpul koleksi dan distribusi
untuk mewujudkan jaringan pemasaran komoditas
unggul.

Hubungan keterkaitan antara kawasan pertanian dan
perkotaan di Provinsi NTB dapat dilihat lebih jelas lagi
dengan melihat studi kasus di Kabupaten Sumbawa tepat-
nya kawasan pertanian di sekitar Pusat Kegiatan Wilayah
(PKW) Sumbawa Besar. Sumbawa Besar memegang pe-
ranan penting bagi Provinsi NTB sebagai salah satu lum-
bung padi dan sebagai salah satu hub utama di Provinsi
NTB. Kota ini didukung oleh infrastruktur jalan nasional,
bandara dan pelabuhan sehingga menjadi pusat koleksi
dan distribusi kawasan sekitarnya terutama komoditas
pertanian. PKW ini berfungsi utama sebagai kawasan per-
kotaan dengan basis pada pertanian di sekitar Kecamatan

|y
n-—mﬁm“"

- Sagai N
Sumber: diolah dari RPIW NTB 2023-2029

Sumbawa, dimana Kecamatan Sumbawa berfungsi utama

sebagai kawasan perkotaan.

Terdapat dua isu strategis pengembangan kawasan
perkotaan mendukung kawasan pertanian di PKW Sum-
bawa Besar yaitu:

1. Prasarana dasar dan konektivitas perkotaan belum
optimal mendukung pusat pertumbuhan dan
konektivitas simpul koleksi serta distribusi. Diperlukan
upaya penguatan prasarana dasar mendukung
pengembangan perkotaan PKW Sumbawa Besar dan
optimalisasi konektivitas pusat perkotaan dan kawasan
hinterland PKW Sumbawa Besar.

2. Infrastruktur pertanian dan jaringan distribusi belum
optimal mendukung produktivitas dan hilirisasi
pertanian. Tingkat produktivitas belum optimal karena
adanya kerusakan infrastruktur pertanian dan belum
tuntasnya pembangunan jaringan irigasi serta jaringan
distribusi belum optimal karena lokasi sentra produksi
pertanian yang tersebar di beberapa lokasi sehingga
mempengaruhi konektivitas dengan outlet bandara/
pelabuhan.

Melihat isu strategis di atas, terdapat beberapa renca-

00”00
®
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na aksi yang dapat diusulkan terutama terkait dengan in- ( Daftar Pustaka: I
frastruktur Pekerjaan Umum. Rencana aksi yang disusul- 1. Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pa-
kan seperti rehabilitasi jaringan irigasi dan pembangunan ngan.

.. . . c e 2. Badan Pengembangan Infrastruktur Wllayah. Dokumen Rencana
prasarana jaringan air baku di Bendungan Beringin Sila . .
dal ka mempertahanl Indeks Pe an (IP) Pembangunan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Provinsi Nusa Teng-

lah a % Kk Jai o gara Barat Tahun 2023-2029.
yang telah mencapai 250% ke atas. Selain dari sisi perta- 3. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. Provinsi Nusa

nian, pusat pelayanan perkotaan juga menjadi perhatian, Tenggara Barat dalam Angka 2024.
seperti dengan peningkatan sistem pelayanan air minum Q www.globalgoals.org )

dan pelayanan persampahan perkotaan terutama di TPST
Raberas. Lebih jauh lagi diperlukan penanganan permu-
kiman kumuh terutama kategori barat. Selain itu juga
diperlukan infrastruktur pendukung lain seperti infra-
struktur pertanian, perdagangan, perhubungan dan pe-
ningkatan sumber daya manusia sektor pertanian.

Secara perspektif makro, Kota Sumbawa Besar dapat
direncanakan untuk dikembangkan sebagai perkotaan
berkelanjutan berbasis pertanian produktif yang didu-
kung simpul logistik skala regional. Kemudian apabila
dilihat dari kawasan skala distrik di Kota Sumbawa Besar,
terdapat potensi penataan kawasan permukiman, perda-

N gangan, sempadan sungai dan kawasan bersejarah yang
berlokasi saling berdekatan yaitu di Kawasan Seketeng
dan sekitarnya. Pengembangan dan penataan kawasan ini
diharapkan menjadi daya ungkit pertumbuhan perkotaan
Sumbawa Besar dan mampu mendukung kawasan perta-
nian di sekitarnya. (**)

Mo Bjid Aguig
Sumbowa

SPagar b

Sokotony

L FUMNDS! Pusa olals oon dhebebc o ]
petoraon

T R Penolaoh Ipwmon el fr P (n
ESnirene peristamn

Sumber: Dokumentasi Puswil | BPIW, 2024




SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS (SPI) TAHUN 2025
DI KEMENTERIAN PU

EAHBI{HAH UMUM SP|

Survel Penilaian Integ rlt,as 1SPl] \
mengukur tingkat/risiko korupsi di Instansi, Kementerian,

Lembaga, dan Pemerintah Daerah [KLPD). Qutput yang
dihaslikan bukan hanya indeks, namun juga rekomendasi
perbaikan sistem pencegahan korupsl

r - e

Dimensi 5P 2025 Tujuan SP1
™ i}Q - F= Menyusun rekomendasi
T . E= peningkatan upaya pencegahan
- —= korupsi dengan rencana aksi yang
Fengelnlse Satem kit Paapelibinn . o o iran sesual karakteristik masing-masing
e o Asgeren Unit Organisasi dan berdasarkan
@ % A ® I ® pemetaan empiris
integrias Troding in Fangplalnan
Wy [ — PRl
—
[ Waktu Pelaksanaan

===
@ AGUSTUS - NOVEMBER 2025

. RESPONDEN SP|
e
{internal] [Eksternal) [Ekzper]

= Aparatur Sipil = Pengguna layanan 1 = Responden Eksper
HNegara [ASHN) tahun terakhir diusulkan oleh
yang sudah antara Juni 2024 s.d masing-masing
bekerja dan Mei 2025 koordinator Unit
menjalankan Organisasi sesuai
tugas dan fungsi kriteria yang telah
utama Unit ditetapkan

Kerja/UPT
L 1 s [ F L

Untuk inform asi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat
5Pl Kementerian PUPR di em ail : jaga.integritas@ pu.go.id
dan Unit Kepatuhan Intern (UKI) BPIW
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EMENTERIAN Pekerjaan Umum

(PU) resmi membuka rang-

kaian kegiatan Konsultasi Re-

gional (Konreg) 2025 dalam
rangka perencanaan program dan
kegiatan Tahun Anggaran 2026. Di-
selenggarakan secara hybrid dari Au-
ditorium Kementerian PU, kegiatan
ini mengusung tema besar: “Pengu-
atan Infrastruktur Pekerjaan Umum
Mendukung Ketahanan Pangan dan
Air serta Pertumbuhan Ekonomi In-
Klusif”.

Kegiatan ini menjadi forum pen-
ting untuk menyelaraskan program
pembangunan infrastruktur PU de-
ngan Prioritas Nasional 2025-2029.




PU 608: Strategi Efisiensi dan Trans-
formasi
Menteri Pekerjaan Umum, Dody
Hanggodo, dalam arahannya mene-
gaskan bahwa strategi pembangun-
an infrastruktur PU lima tahun ke
depan akan mengacu pada kerangka
PU 608—yaitu menekan Incremental
Capital Output Ratio (ICOR) di bawah
6, mencapai target pengentasan ke-
miskinan hingga 0%, dan mendo-
rong pertumbuhan ekonomi nasio-
nal sebesar 8% per tahun.
Ta memaparkan sejumlah pro-

gram prioritas, antara lain:
¢ Dukungan terhadap swasembada

pangan, melalui strategi intensifi-

kasi dan ekstensifikasi pertanian.
e Peningkatan konektivitas antar

wilayah, dengan pembangunan

jalan untuk mendukung kawasan

perkotaan dan industri, termasuk
Jalan Paralel Perbatasan Kaliman-
tan dan Trans Papua.

¢ Perluasan akses air minum dan
sanitasi, melalui pengembangan
SPAM, pembangunan IPA, serta
pengelolaan air limbah dan sam-
pah terpadu berbasis masyarakat.

¢ Pembangunan sekolah rakyat, se-
bagai bagian dari pelaksanaan In-
pres No. 8 Tahun 2025 untuk peng-
hapusan kemiskinan ekstrem.

e Revitalisasi madrasah dan penyu-
sunan Inpres baru terkait perce-
patan pembangunan infrastruktur
daerah.

“Infrastruktur pendidikan men-
jadi kunci pengentasan kemiskinan.
Ini adalah amanat Presiden, dan sa-
lah satunya kami laksanakan melalui

Sumber: Kompu BPIW

pembangunan sekolah rakyat”, ujar
Menteri Dody. Ia juga mendorong
BPIW untuk lebih aktif dalam meng-
evaluasi konektivitas dan kualitas in-
frastruktur yang telah dibangun sela-
ma ini, termasuk jalan, bendungan,
dan irigasi.

Empat Fokus Infrastruktur Na-
sional dari Kementerian Koordina-
tor Bidang Infrastruktur dan Pem-
bangunan Kewilayahan

Menteri Koordinator Bidang In-
frastruktur dan Pembangunan Kewi-
layahan, Agus Harimurti Yudhoyono,
yang turut hadir, menyampaikan em-
pat arahan strategis yang perlu men-
jadi perhatian seluruh pemangku
kepentingan:

e Infrastruktur untuk swasembada
pangan, energi, dan air, dengan

o O
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PERENCANAAN HARUS MENJADI BASIS PEMBANGUNAN w

Hwa telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi \1
sebesar 8,0 persen.
Marilah berbuat yang terbaik. Perencanaan ini kita laksanakan
dengan realisme, dengan hal-hal yang konkret....”

Bumber: Plidsto Preseden Prabosn Subisnts delern Musienbengren. S
RPB Hasional Tatwen 20055000 (30 Deserber 7004

.« Perencanaan dasarnya adalah pengumpulan data
ying benar. Perencanaan, sesudal perencanaan mencari
awak, mencan orang unluk melaksanakann rencand itu.
Rencana terbalk, gagasan terbalk, tanpa awak yang bisa

O
[¢]

melaksanakan, tidak akan berhasil...."

optimalisasi fungsi bendungan tidak hanya untuk air
bersih dan irigasi, tetapi juga sebagai sumber energi
terbarukan dan destinasi wisata ekonomi kreatif.

e Infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup ma-
syarakat, seperti pembangunan fasilitas olahraga dan
pendidikan.

e Infrastruktur untuk konektivitas dan pertumbuhan
ekonomi, melalui tata ruang yang terintegrasi
guna menekan biaya logistik dan mem-
perkuat hubungan antar wilayah.

e Infrastruktur untuk ketahanan
lingkungan, dengan memper-
hatikan aspek mitigasi benca-
na dan adaptasi perubahan
iklim dalam setiap pemba-
ngunan.

“Saya mengapresiasi kola-
borasi yang dibangun Kemen-
terian PU. Infrastruktur yang
tepat sasaran dan berdampak
langsung akan membawa manfa-
at besar bagi masyarakat”, ujar Agus
Harimurti.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur
Wilayah (BPIW), Bob Arthur Lombogia, menyampai-
kan bahwa Konreg bertujuan menjamin integrasi antara
perencanaan pusat dan daerah. Ini termasuk Rapat Ko-
ordinasi Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakor-
bangwil), Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pem-
bangunan (Rakortekrenbang), hingga usulan kegiatan

o O
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Burritoer. Samibaites Preskden A dalan Savasshan Dhorme (0 Aped 2025}

Saya mengapresiasi
kolaborasi yang dibangun
Kementerian PU. Infrastruktur
yang tepat sasaran dan
berdampak langsung akan
membawa manfaat besar
bagi masyarakat

Sumber: Birkom PU

prioritas baru dari pemerintah provinsi yang sejalan de-
ngan agenda nasional.

“Konreg ini harus memastikan kesiapan pelaksanaan,
termasuk kelengkapan readiness criteria seperti kesiapan
lahan dan komitmen pemerintah daerah, agar konstruk-
si bisa mulai di tahun 2026,” jelas Bob. Ia menambahkan
bahwa hasil dari forum ini akan menjadi masukan pen-

ting bagi Musrenbangnas 2025, dasar pengusulan
pagu indikatif, serta penyusunan Rencana
Kerja (Renja) Kementerian PU.
Bob berharap Konreg dapat ber-
peran sebagai forum sinkronisasi
program infrastruktur, sekaligus
memperkuat kolaborasi antar
pihak dalam mewujudkan tar-
get Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2025-2029.

Kolaborasi Nasional Me-
nuju RPJMN 2025-2029
Kegiatan Konreg 2025 ini diha-
diri oleh jajaran pejabat tinggi mad-
ya dan pratama Kementerian PU, de-
puti Kementerian Koordinator, perwakilan
Bappenas, Bappeda, Bapperida, Bappelitbangda,
serta para Kepala Balai PU dan Kepala Dinas PU dari se-
luruh Indonesia. Kehadiran para pemangku kepentingan
ini menjadi sinyal kuatnya semangat kolaborasi menuju
pembangunan infrastruktur nasional yang terintegrasi,
inklusif, dan berkelanjutan. (Fir)

70000
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10 KOTA UNTUK PAKET ICP Concept Design dan ICP Wilayah
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ALAM upaya menguatkan arah pembangunan per-
kotaan yang terpadu dan berkelanjutan, Badan Pe-
ngembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) meng-
gelar Workshop Integrated City Planning Conceptual
Design (ICP-CD) pada Rabu, 15 Mei 2025, di Jakarta. Kegiat-
an ini bertujuan untuk menjaring berbagai masukan ter-
hadap desain konseptual ICP dari sudut pandang peme-
rintah daerah, pihak swasta, serta kalangan perancang.
Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Nasional BPIW, Zevi Azzaino, dalam sambutannya me-
nekankan bahwa tantangan pembangunan saat ini tidak
lagi semata memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM),
tetapi juga mencakup penyediaan infrastruktur dasar, pe-
ningkatan daya saing kota, serta respon terhadap isu-isu
pembangunan berkelanjutan dalam konteks global.
Integrated City Planning (ICP) sendiri merupakan salah
satu instrumen utama dalam pelaksanaan National Urban
Development Project (NUDP)—sebuah platform yang dide-
sain untuk mentransformasi wajah perkotaan Indonesia

_Samarinda
" " Pedkoiin tsn

ke arah yang lebih baik. ICP mencakup proses perenca-
naan, desain konseptual, hingga pembangunan kawasan
permukiman kota secara menyeluruh dan terintegrasi.

Saat ini, ICP tengah dilaksanakan di sepuluh kota se-
bagai proyek percontohan, yakni: Bukittinggi, Belitung,
Purwokerto, Mempawah (Kijing), Samarinda, Gorontalo,
Morowali, Weda, Konawe, dan Sorong. Zevi menyampai-
kan bahwa pada tahun 2025 ini akan disusun desain kon-
septual dan desain dasar (basic design), yang kemudian
akan dilanjutkan dengan desain detail dan proses pemba-
ngunan pada tahun 2026 dengan memanfaatkan berbagai
sumber pembiayaan.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif
pemerintah daerah dalam keberhasilan program ini.
“Kesuksesan program ini tidak lepas dari kontribusi pe-
merintah daerah, karena merekalah yang nantinya akan
menjalankan operasional dan pemeliharaan infrastruk-
tur”, ujarnya.
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'Zevi Azzaino ketika membuka acara
Ragam Perspektif dari Para Praktisi dan Pakar

Workshop ini menghadirkan tiga narasumber dari ber-
bagai latar belakang yang memberikan wawasan berhar-
ga bagi pengembangan kota masa depan.

Imelda, Ketua Tim Inisiatif Jakarta Asset Management
Center JAMC), membuka sesi dengan pemaparan tentang
strategi optimalisasi aset daerah. JAMC, katanya, berfokus
pada pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Dae-
rah (BMD) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD), termasuk melalui penyewaan properti, kerja sama
pemanfaatan lahan, serta lelang titik reklame strategis.
Dengan pendekatan profesional berbasis data, JAMC
mendukung transformasi Jakarta menuju kota global
yang mandiri secara fiskal.

Selanjutnya, Jacob Gatot Surarjo, Co-Founder M-Bloc
Space, membahas konsep place making dan adaptive reu-
se—strategi yang menghidupkan kembali kawasan-kawa-
san terbengkalai melalui pendekatan kreatif dan kolabo-
ratif. Ia mencontohkan transformasi kawasan Battersea di
London dan Shongshan Cultural & Creative Park di Taipei,
yang kini menjadi ruang publik aktif setelah direvitalisasi.
Jacob juga berbagi pengalaman membangun M-Bloc Spa-
ce dengan pendekatan serupa, yakni memanfaatkan aset
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Sumber: Kompu BPIW

yang ada dan memberdayakan komunitas dalam mencip-
takan ruang kota yang hidup.

Sementara itu, Ferdiansyah Rustam, Direktur Utama
PT Integrasi Transit Jakarta, mengangkat isu penting ten-
tang desain kota yang masih lebih banyak mengakomo-
dasi density kendaraan dibanding activity masyarakat. Ia
mengkritisi pola pengembangan kota besar yang lebih
fokus pada menciptakan lalu lintas daripada ruang aktivi-
tas yang inklusif dan manusiawi, seperti yang tampak dari
dominasi pembangunan restoran dan pusat perbelanjaan
di ruang perkotaan.

Kolaborasi untuk Masa Depan Kota

Forum ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Kemen-
terian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangun-
an Kewilayahan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri,
Unit Organisasi Kementerian PUPR, serta tim internal
dari BPIW. Diharapkan, berbagai masukan dan pandang-
an dari workshop ini akan memperkaya perumusan desa-
in konseptual ICP dan mendukung pengembangan kota
yang terencana, inklusif, serta berkelanjutan. (Fir)
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SIGAF MEMBANGUN NEGERI UNTUK RAKYAT

Bagaimana Cara Berkonsultasi
Pengembangan Infrastruktur

Visi Misi Maklumat Jam
WMevwujudkan palavanan 1. Menyediakan pelayanan -
informasi publik Badan informasi publik secara Pelayanan OPEFHSIOHE]
Pengembangan capat, mudah dan wajar Melayvanl parmohonarn
Infrastrulktur Wilayah yang S'E':ILJEH dengan pEI.Lir'.,Lk infarmasi publik dengan PE'HYE‘IH&I‘I
cepat dan tepat. teknis standar layanan cepat, mudah, dan tanpa Senin-Kamis: 08.00-15.00
informasi publik biaya sesual standar Wig
! Menyediakan sumber daya pelayanan informasi {istirahat pukul 12.00-13.00)
manusia dan sarana pubiik sarta ketentuan Jumat: 08.00-14.00 WOEB
pelayanan informasi yang DEraturan (Istirahat pukul 1.30-13.00)
memadal parundang -undangan,
3. Senantiasa melayani secara transparan dan
pemohon informasi secara bertanggung jawab,
santun, transparan, dan
bertanggung jawab

Pemohaon dapat mengajukan permohonan informasi melalui beberapa cara:

a. Datang langsung ke Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik, dan Data dan
Teknologi Informasi, Sekretariat BPIW (Gedung G, Lantai 1, Komplek Kementerian PU,
JI. Pattimura, Mo.20, Kebayoran Baru-Jakarta Selatan)

b. Menghubungi melalui email hkkompu.bpiw@pu.go.id atau whatsapp ke Y
0838-0874-7276. —

¢. Langsung mengisi form yang ada di website BPIW:
https/is.id/formkonsultasipengembanganinfrastrulktur

Perrmohonan informasi (konsultasi) diproses dan menunggu
penjadwalan sesuai dengan unit kerja yang dituju

Pelaksanaan forum konsultasi sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan sebelumnya, dan mengisi survey kepuasan masyarakat,
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gembangan Infrastruktur Wilayah
idang Neraca dan Analisis Statisti

Ratio

enghitungan Incremental Capital Outy
Bidang Pekeriaan Umt

' Jakarta, 1

£ | - 4

Poroses Penandatanganan MoU dan PKS antara Kementerian PU dan BPS Sumber: Kompu BPIW

Kerja Sama Strategis PU—-BPS,
Targetkan ICOR di Bawah 6

N\ EMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) melakukan pe- “Kerja sama ini menjadi kebutuhan strategis agar

nandatanganan Nota Kesepahaman atau Memo-

randum of Understanding (MoU) dengan Badan

Pusat Statistik (BPS) terkait dengan pemanfaat-
an data statistik dalam mendukung strategi pemba-
ngunan infrastruktur nasional yang diselenggarakan
di Aula Pendopo, Kementerian PU, Selasa, 19 Agustus
2025.

Kesepakatan ini merupakan pembaruan atas ker-
ja sama yang sudah terjalin sejak 2017, dengan fokus
pada penghitungan Incremental Capital Output Ratio
(ICOR) bidang PU. ICOR merupakan indikator pen-
ting dalam mengukur efektivitas dan efisiensi inves-
tasi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi
nasional.

pembangunan infrastruktur dapat didukung dengan
data statistik yang akurat, terkini, dan dapat diandal-
kan,” ujar Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia.

Selain itu, kerja sama ini juga diarahkan untuk
membangun ekosistem data terintegrasi yang men-
dukung perencanaan serta pengambilan keputusan
pembangunan.

“Kami berharap kerja sama ini tidak hanya me-
ningkatkan kualitas data, tetapi juga memperkuat
sinergi antara Kementerian PU dan BPS dalam men-
dukung RPJMN 2025-2029. Dengan data yang lebih
baik, keputusan pembangunan akan lebih tepat sa-
saran,” tambah Bob.
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Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS, Amalia
Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa kolabo-
rasi ini sangat penting dalam memperkuat fondasi
pembangunan ekonomi.

“Kementerian PU adalah mitra strategis BPS da-
lam menyediakan data sektor konstruksi yang ber-
kualitas, andal, dan mutakhir. Data ini sangat krusial
untuk menghitung indikator makroekonomi, menilai
efisiensi investasi melalui ICOR, serta merumuskan
kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran,”
ujar Amalia.

Untuk penghitungan ICOR bidang PU ini, ditam-
bahkan bahwa BPS berkomitmen menyediakan data
dan analisis statistik yang kredibel, konsisten, dan
terstandar internasional.

Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo me-
nyampaikan, ICOR yang diperkenalkan Prof. Soe-
mitro Djojohadikusumo telah lama digunakan In-
donesia untuk menilai efisiensi pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi. Kementerian PU sejak akhir
2024 membahas penerapan ICOR secara sistematis
dan kini menetapkannya sebagai sasaran utama lima
tahun ke depan melalui visi PU608.

g

Y ajaran BPIW dan BPS Menghadiri P

9

MoU dan PKS, Pendopo Kementerian PU

"PU608 yakni ICOR di bawah 6, kemiskinan men-
dekati 0 persen, dan pertumbuhan ekonomi di atas 8
persen, sejalan dengan Asta Cita sesuai dengan arah-
an Presiden Prabowo Subianto. Komitmen ini juga di-
perkuat dalam rapat kabinet dua minggu lalu, ketika
Menteri Keuangan menegaskan penurunan ICOR se-
bagai indikator kinerja yang dipantau berkala," jelas
Dody.

Dody menambahkan kerja sama ini adalah lang-
kah konkret untuk mengukur efektivitas setiap pro-
gram pembangunan. Dia berharap dengan dukungan
data dan analisis BPS, Kementerian PU dapat memas-
tikan sektor infrastruktur memberi dampak nyata
bagi pertumbuhan.

"Harapan kami, pada 2025 ekonomi bisa tumbuh
di atas 5,5 persen. Kami akan mengarahkan setiap ke-
bijakan untuk menurunkan ICOR agar pembangunan
kian efisien dan berkualitas,” ujar Menteri Dody.

Kerja sama strategis dengan BPS ini diharapkan
mampu memperkuat pengambilan kebijakan berba-
sis data sehingga pembangunan infrastruktur tidak
hanya efisien, tetapi juga memberikan manfaat lang-
sung bagi masyarakat luas. (Zim/Tiara)

Sumber: Kompu BPIW
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UKU ini memberikan narasi terhadap 14 karya

pembangunan infrastruktur Kementerian PU.

Hal ini diharapkan dapat mendorong pengem-

bangan wilayah di berbagai daerah, serta mem-
pertegas kehadiran Negara untuk mewujudkan Sila
Kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh
Rakyat Indonesia.

Pada Bab 1 Membangun Pusat Peradaban Baru di
Bumi Nusantara menandai sejarah baru pembangun-
an Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan
Timur. Dengan konsep Nagara Rimba Nusa, kita akan
melihat bagaimana mewujudkan gagasan menjadi
karya nyata untuk meraih mimpi di Hari Proklamasi.
Bab 2 Mewujudkan Ketahanan Air, Pangan, dan Ener-
gi melalui strategi akselerasi pembangunan ben-
dungan di berbagai wilayah Tanah Air secara masif.

Bab 3 Dari Hulu ke Hilir Merajut Solusi Pengen-
dalian Banjir yang Layak merupakan upaya serius
pemerintah dalam membebaskan Jakarta dari banjir
serta meredam banjir dan rob di Pantura Jawa. Bab 4
Bentang Mahakarya Menyambungkan Keterhubung-
an dimulai dari membangun peradaban kota sungai,
menyoal keamanan dan keandalan jembatan, dibuk-
tikan dengan mahakarya monumental.

Bab 5 Merajut Konektivitas Tanpa Batas di Jalan
Perbatasan merupakan upaya membangun nasional-
isme yang bersemi di garis batas sekaligus kewiba-
waan di jalan perbatasan. Bab 6 Konektivitas Pesisir
Selatan Jawa, Katalis Pertumbuhan Wilayah merupa-
kan upaya mencari inisiatif jalur alternatif, memetik
manfaat Jalur Pansela, sambil menikmati sihir Pan-
sela.

Bab 7 Mengubah Wajah Wisata Menjadi Desti-
nasi Dunia melalui pengembangan kawasan pari-
wisata super prioritas Danau Toba, Sumatera Utara;
Borobudur, Jawa Tengah; Lombok-Mandalika, Nusa
Tenggara Barat; Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur;
Pantai-Likupang, Sulawesi Utara. Bab 8 Menjadi Tuan
Rumah yang Ramah merupakan suatu kehormatan
Indonesia sukses menghelat Asian Games 2019 (Ener-
gy of Asia), KTT G20 (Recover Together, Recover Strong-
er), dan KTT ASEAN (ASEAN Matters: Epicentrum of
Growth).

Bab 9 Merajut Konektivitas Bebas Hambatan
Demi Kemudahan Aksesibilitas Nasional bertujuan
memastikan konektivitas bebas hambatan, memba-
ngun jalan yang menyejahterakan rakyat mewujud-
kan kemantapan konektivitas. Bab 10 Mengalirkan
Keberkahan Air melalui SPAM Regional merupakan
upaya menjaga air dan menyediakan akses air antar-
wilayah secara berkelanjutan.

Bab 11 Menghidupkan Pusat Ekonomi Kerak-
yatan memperlihatkan kedekatan presiden dengan

pasar rakyat sebagai cermin ekonomi kerakyatan
melalui upaya revitalisasi pasar rakyat dan memba-
ngun infrastruktur pasar yang berkelanjutan. Bab
12 Menghidupkan Teras Batas Negeri sebagai ikhtiar
mewujudkan Sila Kelima Pancasila dalam mengelola
wilayah perbatasan dan menghidupkan beranda ne-
geri.

Bab 13 Menapakkan Kehidupan Baru di Uma La-
yang merupakan upaya mewujudkan asa memiliki
papan/rumah/uma, di mana Negara hadir memba-
ngun rusun yang cerdas untuk warga. Bab 14 Men-
jatidirikan Bangsa yang Tangguh merupakan upaya
membangun kesadaran kebencanaan dengan me-
ngembangkan wilayah tangguh bencana dan mem-
bangun kembali dengan lebih baik pascabencana.

Buku ini menerjemahkan sebuah upaya selama
10 tahun terakhir, bahwa pembangunan infrastruk-
tur dimaksudkan untuk meningkatkan produktivi-
tas rakyat dan mewujudkan kemandirian ekonomi
nasional. Pembangunan infrastruktur bukan hanya
pembangunan fisik untuk pengembangan wilayah te-
tapi kegiatan pembangunan yang efektif untuk pen-
ciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan,
dan mengurangi kemiskinan. Gagasan infrastruktur
yang terpadu dan holistic ini adalah sebuah upaya dan
harapan untuk mengukir cita-cita menuju Indonesia
yang Maju.

(Mutri Batul Aini)
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'Karya Realis Dari Anak Bob Arhur Lombogia
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IDAK banyak orang yang tahu

bahwa di balik sosok pejabat

dengan jabatan tinggi, sering

tersimpan cerita masa kecil
yang penuh perjuangan. Begitu pula
dengan Bob Arthur Lombogia, Kepa-
la BPIW Kementerian PU saat ini.

Beliau mengawali pendidikan
SD, SMP, dan SMA di Kota Tomohon,
kemudian menyelesaikan pendi-
dikan tinggi di Fakultas Teknik Sipil,
Universitas Sam Ratulangi Manado

~ pada tahun 1991. Berbekal pendidik-

an tersebut, beliau mengawali karier
di Dinas Pekerjaan Umum Provin-
si Sulawesi Utara pada tahun 1992.
Sembari bekerja, beliau kemudian
melanjutkan ke jenjang pendidikan
yang lebih tinggi di Program Pasca-
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sarjana Universitas Sam Ratulangi
Manado, Jurusan Ilmu Perencanaan
Pembangunan Wilayah dan ram-
pung pada tahun 1998.

Perjalanan karier beliau diawali
dengan menjadi pegawai honorer
pada Dinas Pekerjaan Umum Pro-
vinsi Sulawesi Utara di tahun 1992
dan selanjutnya diangkat menjadi
Pegawai Negeri Sipil di tahun 1997.
Berbagai jabatan yang pernah diam-
anahkan kepada beliau adalah seba-
gai Asisten Pemimpin Proyek, Kepala
Seksi, Pemimpin Bagian Proyek, Pe-
mimpin Proyek hingga menjadi Ke-
pala Balai Wilayah Sungai di Manado.

Pada tahun 2015, beliau melan-
jutkan karier sebagai Kepala Sub-
direktorat di Direktorat Jenderal
Sumber Daya Air, Kepala Balai Besar

Wilayah Sungai Cimanuk Cisang-
garung di kota Cirebon tahun 2017-
2018. Selanjutnya, beliau ditugaskan
sebagai Kepala Balai Besar Wilayah
Sungai Citarum di Bandung, pada
tahun 2018 hingga 2020. Kemudian
di bulan Juni 2020, beliau ditugaskan
sebagai Direktur Sungai dan Pantai,
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
Karier beliau mencapai puncaknya
saat diamanahkan sebagai Direktur
Jenderal Sumber Daya Air di tahun
2023-2025, hingga saat ini dipercaya-
kan sebagai Kepala Badan Pengem-
bangan Infrastruktur Wilayah.

Saat ini Beliau sedang menjabat
sebagai Ketua Umum Himpunan
Ahli Teknik Hidrolik (HATHI), sebu-
ah asosiasi profesi di bidang sumber
daya air.

Dari seorang anak desa yang
hidup sederhana, kisah hidupnya
bercerita tentang ketekunan, kebe-
ranian, kemandirian, dan keyakinan
bahwa mimpi setinggi apa pun bisa
diraih jika dijalani dengan kerja keras
serta hati yang tulus.

Yuk kita simak ulasan sosok in-
spiratif edisi kali ini.

Jalan Menuju Insinyur dan ASN

Bob Arthur Lombogia, Kepala
BPIW, adalah putra daerah asal Su-
lawesi Utara tepatnya berasal dari
Kota Tomohon. Masa kecil beliau pe-
nuh cita-cita besar. Awalnya ia ingin
mengikuti jejak sang ayah sebagai
seorang Tentara Nasional Indonesia.
Namun, hal itu tidak terwujud, kare-
na setelah menyelesaikan pendidik-
an SMA lebih tertarik untuk menjadi
seorang insinyur teknik sipil, karena
baginya sosok insinyur adalah sosok
yang gagah saat menggunakan helm
dengan menggenggam gulungan
gambar proyek di lapangan.

'Bob Arthur Ketika Bercita-cita
Menggunakan Helm Proyek, 1982

'Kunjungan Kerja Bob Arthur
Lombogia ke Bendung

Pamukulu, Sulawesi Selatan

Sumber: Kompu BPIW
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Pilihan itu membawanya menempuh pendidikan
di Jurusan Teknik Sipil Universitas Sam Ratulangi. De-
ngan semangat dan kerja keras, beliau berhasil menye-
lesaikan studinya dalam waktu 5,5 tahun mendahului te-
man-teman seangkatannya. Hal ini, merupakan prestasi
yang tergolong cepat pada masanya, mengingat banyak
mahasiswa teknik sipil butuh waktu hingga delapan tahun
bahkan lebih untuk menyelesaikan pendidikan di fakultas
tersebut. Setelah menyelesaikan pendidikan tersebut, ia
bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Uta-
ra.

'Supervisi pembangunan sodetan Ciliwung, Jakarta 2023
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'Penjelasan Pembangunan Tanggul Pantai Tanjung Lesung ke
Komisi VDPRRI

Masa Kecil yang Membentuk Jati
Diri

Bob Arthur Lombogia sejak kecil
dikenal cerdas dan berjiwa pemim-
pin. Hampir setiap jenjang pendi-
dikan ia jalani dengan posisi sebagai
ketua kelas. Bahkan di bangku SMA,
ia dipercaya menjadi Ketua Majelis
Permusyawaratan Kelas (MPK), se-
macam “DPR’nya siswa pada masa
itu. Jiwa kepemimpinan memang su-
dah melekat sejak dini.

Meski diamanahkan sebagai
pemimpin, namun jiwa rendah hati
dan tetap pada prinsip untuk menja-
lankan tugas dengan baik dan benar
sebagai prioritas utama. Selama ber-
karier, beliau tidak pernah berpikir



'Kenangan wisuda S1 bersama Ibu tercinta,
Manado 1991

untuk sebuah jabatan, karena bagi-
nya jabatan adalah sebuah keperca-
yaan yang diberikan oleh pimpinan.
Ada prinsip yang beliau pegang sejak
awal meniti karier, yang merupakan
pesan seorang senior yaitu “Kalau
kamu mau kuasai pekerjaanmu,
maka kuasailah peraturan-peratur-
annya”.

Sejak awal masuk PU, ia selalu
membiasakan diri untuk mempel-
ajari setiap ada regulasi baru dan
mencari dasar aturan apabila ada
permasalahan yang dihadapi dalam
rangka pengambilan keputusan.
Beliau berkeyakinan bahwa me-
mahami aturan adalah kunci untuk
bekerja dengan benar. Kebiasaan itu
terbawa hingga kini, membuatnya
semakin matang dalam menapaki
perjalanan karier. Oleh karena itu,
beliau selalu berpesan kepada semua
jajarannya agar tidak bekerja berda-
sarkan “ilmu warisan”, dalam artian
kebiasaan yang dilaksanakan dalam
tugas namun tidak sesuai dengan
aturan, melainkan baca aturannya
agar mendapatkan pedoman bekerja
yang benar.

Kedisiplinan itu sesungguhnya
berakar dari masa kecilnya. Beliau

ayah

tercinta, Tomohon 1991

adalah anak seorang TNI pejuang
kemerdekaan Republik Indonesia
yang hidup sederhana. Setelah pen-
siun, sang ayah tinggal di Tomohon
bersama keluarga dan melanjutkan
kehidupan dengan aktivitas bertani
untuk menambah penghasilan kelu-
arga.

Sejak kecil, Bob sudah terbiasa
dengan kreativitas untuk memenuhi

'Foto Saat Mengaj
3 SMA, Mengg

Teman-ti S
Guru yang Sed

Sakit, Tomohon 1985

'Foto Kenangan Wisuda S2, Manado
1998

keinginannya sebagai seorang anak
kecil karena keterbatasan keuang-
an keluarga yang tanpa ia sadari hal
tersebut merupakan sebuah inovasi
yang terbangun di dalam dirinya dan
membawa manfaat di masa depan.
Sebagai contoh apabila sepatu seko-
lahnya rusak ia jahit sendiri. Hal ini
Ia pelajari dari seorang tukang jahit
sepatu ketika beliau sedang memper-
baiki sepatunya kepada tukang jahit
tersebut.

Selama bersekolah, beliau hanya
mendapatkan uang transport dan
tidak ada uang jajan sehingga sejak
kecil ia sudah terbiasa mencari cara
agar bisa beradaptasi dengan kondisi
saat itu.

Untuk memenuhi keinginannya,
sejak SD beliau sudah berusaha men-
cari uang dengan cara mencari rum-
put untuk dijual menjadi pakan kuda
yang dibeli oleh para kusir bendi.
Rumput tersebut Ia jual pada malam
hari, sambil belajar di bawah cahaya
obor sembari menunggu kusir ben-
di datang. Melihat kondisi tersebut,
para kusir bendi tersentuh hatinya
untuk membeli rumput tersebut. Se-
lain berjualan rumput, pada masa li-
bur ia dan teman-temannya kerap di-
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minta untuk membantu panen padi tetangganya dengan
upah Rp200 per hari. Tidak hanya itu, beliau juga sejak SD
sudah pandai membuat layangan yang kemudian ia jual
kepada teman-temannya. Dari hasil tersebut, sebagian
uang ia gunakan untuk jajan, sebagian lagi ia berikan ke-
pada sang ibu. Hebatnya, di tengah semua kesibukan itu
ia tetap konsisten meraih peringkat pertama di sekolah.
Takberhenti di situ, kemampuan menjahit yang ia pel-
ajari sejak SD pun ia kembangkan. Saat SMP, ia membuat
tas sederhana yang kala itu sedang tren—dan ternyata laku
terjual kepada teman-temannya. Hidupnya sederhana,
penuh perjuangan. Jarak sekolah 4 kilometer ia tempuh
dengan berjalan kaki, meski sesekali teman-teman yang
naik bendi menanyakan mengapa berjalan kaki. Uang
yang diberikan ayahnya selalu ia simpan untuk membeli
buku, bahkan setiap kali ke sekolah beliau membawa kan-
tong plastik untuk melindungi buku-buku apabila hujan.
Sejak kecil ia juga sudah terbiasa mencuci dan menyetrika
pakaiannya sendiri. Semua pengalaman itu menempa be-
liau menjadi pribadi tangguh, mandiri, inovatif, dan ren-
dah hati hingga kini.

Prinsip dan Karakter dalam Bekerja

Seiring perjalanan kariernya,
Bob Arthur Lombogia dikenal seba-
gai sosok yang kuat dalam karakter.
Ia tegas pada hal-hal yang tidak se-
suai dengan prinsip, terutama soal
aturan. Penguasaan regulasi menjadi
pegangan utama dalam menjalankan
tugas, dan itu pula yang ia ajarkan
kepada jajaran pegawai BPIW: apa
pun yang dikerjakan, selalu kembali
membaca aturan. Prinsip sederhana
tapi kokoh ini membuatnya dihor-
mati, sekaligus memberi arah yang

N

jelas bagi organisasi yang ia pimpin.
Dalam pengalamannya me-
mimpin, baik saat menjabat sebagai
Direktur Jenderal Sumber Daya Air
maupun kini di BPIW, beliau meme-
gang satu pandangan: manajemen
pada dasarnya sama namun tantang-
annya adalah bagaimana mengge-
rakkan tim dengan prinsip bekerja
bersama-sama, bukan sama-sama
bekerja. Di mata beliau, kekompakan
menjadi kunci keberhasilan sebuah
organisasi. Selain itu, inovasi dan
integritas juga tidak kalah penting
dalam menghadapi tantangan dan
dinamika yang dihadapi. Menurut
beliau, untuk menghadapi tantangan

tersebut, perlu beradaptasi dengan sebuah inovasi agar ti-
dak terjebak dalam pola business as usual.

Salah satu gagasan yang ia dorong di BPIW adalah
menyusun konsep Pembangunan Perkotaan Berkelanjut-
an, dalam pengertian kota yang bertransformasi dengan
meletakkan fondasi pengembangan wilayah, empat pi-
lar pengembangan wilayah (infrastruktur, modal/capital,
institusi, dan partisipasi masyarakat), delapan indikator
transformasi kota, dan tujuan akhir transformasi kota
yaitu kota masa depan yang menjadi pusat pertumbuhan
ekonomi berbasis potensi wilayah, inovasi, dan berkelan-
jutan, dengan masyarakat yang adaptif dan produktif serta
lingkungan yang lestari.

Bagi beliau, menjadi pemimpin bukan sekadar men-
duduki posisi atau memberi perintah. “Pemimpin itu
adalah guru bagi jajarannya”, begitu ia menekankan. Se-
orang pemimpin harus memberi contoh, banyak belajar,
dan kemudian mengajarkan ilmu kepada anak buahnya,
dan bukan untuk diri sendiri. Dengan wawasan yang luas,
seorang pemimpin bisa menjadi tempat bertanya, tempat

Saat menghadiri Joint Steering Committee, Belanda Juli 2022
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konsultasi, sekaligus sumber inspirasi bagi timnya. Itu-
lah mengapa ia selalu menempatkan dirinya untuk terus
belajar, agar bisa tumbuh bersama orang-orang yang ia
pimpin.

Untuk menciptakan suasana kerja yang hangat, kede-
katan dengan tim menjadi salah satu prinsip beliau. Beli-
au percaya suasana kerja yang hangat lahir dari interaksi
yang cait, dari obrolan ringan hingga canda tawa di sela
kesibukan. Dengan cara itu, beliau berhasil membangun
tim yang solid, bekerja dengan hati, dan bergerak menuju
tujuan yang sama. Pesan Bapak Menteri PU yaitu “insan
Kementerian PU setiap detik menghadirkan Tuhan di ha-
tinya” juga menjadi pedoman yang beliau pegang dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari.

Terakhir dan tidak kalah pentingnya dalam perjalan-
an karier seorang Bob Arthur Lombogia, adalah dukung-
an orang tua, istri, anak-anak yang baik serta keluarga
tercinta.

Peran seorang istri dalam menunjang keberhasilan
karier seorang suami adalah sangat penting. Keberhasil-
an seorang suami tidak berdiri sendiri. Ada peran besar
seorang istri di baliknya. Istri bukan sekadar pendam-
ping, melainkan tempat berbagi cerita, baik suka maupun
duka, dan sumber semangat di kala tantangan datang. Du-
kungan doa dan kepercayaan seorang istri menjadi fonda-
si yang menguatkan keteguhan langkah hingga sampai di
titik ini. Baginya, pemimpin yang tangguh di kantor lahir
dari rumah yang penuh ketenangan, kebahagiaan,dan
keluarga adalah energi yang sejati untuk melangkah lebih
jauh. (MBA)

'Menyampaikan Speech Pada Satu Event The 10th World Water

Forum Bali, Mei 2024




BPIW Lantik Empat Pejabat Peng-
awas Perkuat Formasi Organisasi-
Kepala Badan Pengembangan Infra-
struktur Wilayah (BPIW), Bob Arthur
Lombogia, resmi melantik 4 Peja-
bat Pengawas di lingkungan BPIW.

Pelantikan ini dilaksanakan berda-
sarkan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementeri-
an Pekerjaan Umum. Selain sebagai
tindak lanjut regulasi, pelantikan ini
juga dimaknai sebagai momentum
penyegaran organisasi untuk mem-
perkuat formasi, meneguhkan ko-
mitmen integritas, serta meningkat-
kan kinerja BPIW ke depan.
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BNPP Kujungi BPIW Bahas Pe-
ngembangan Kawasan Perbatas-
an Simantipal

Sekretaris Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah (BPIW),
Riska Rahmadia, menerima kun-
jungan Deputi Penataan Ruang
Kawasan Perbatasan (PRKP),
Badan Nasional Pengelola Per-
batasan (BNPP) di kantor BPIW.

Pertemuan ini menjadi forum
koordinasi lintas sektor dalam
rangka percepatan tindak lanjut
rencana aksi pengembangan ka-
wasan Segmen Sungai Simantipal,
Kabupaten Nunukan, Kalimantan
Utara. Kawasan ini sebelumnya
berstatus Outstanding Boundary
Problem (OBP) dan kini telah resmi
menjadi bagian dari Negara Kesa-
tuan Republik Indonesia (NKRI).




BPIW Gelar Seminar Nasional ICP
- Konesep Desain di 10 Kota Stra-
tegis

Sepuluh kawasan strategis yang
menjadi fokus pengembangan da-
lam program ICP ini meliputi Kota
Bukittinggi, Kabupaten Belitung,
Kabupaten Mempawah, Kota Sa-
marinda, Kabupaten Banyumas
(Purwokerto), Kabupaten Moro-
wali, Kabupaten Konawe, Kota
Gorontalo, Kabupaten Halmahera
Tengah(Weda), dan Kota Sorong.

Kepala BPIW Bob Arthur Lombogia,
menegaskan bahwa pelaksanaan
seminar ini sangat relevan dengan
momentum awal pembangunan
perkotaan pada tahun pertama pe-
merintahan baru. Hal ini juga seja-
lan dengan pelaksanaan Asta Cita
dan RPJMN 2025-2029, serta penyu-
sunan RPJMD oleh kepala daerah
terpilih.

BPIW Menyelenggarakan Pertan-
dingan Badminton dalam Rang-
ka HUT ke-80 RI

Kepala BPIW, Bob Arthur Lombo-
gia menegaskan, momen ini bu-
kan hanya tentang olahraga, tapi
juga kesempatan untuk memper-
erat kebersamaan, membangun
kolaborasi, dan menumbuhkan
semangat satu keluarga besar
di lingkungan Kementerian PU.

Meski sederhana, turnamen ini
diharapkan dapat menanamkan
nilai sportivitas, fairplay, dan
energi positif yang terbawa ke ke-
seharian kita dalam bekerja dan
berkarya untuk Indonesia. Ban-
dung yang berada di Desa Jatisa-
wit, Kecamatan Kasokandel, Ka-
bupaten Majalengka, Jawa Barat.
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PER. 1. SIAPKAN

= a. Mengisi form permohonan informasi (form dapat di‘ downicad di
m, _|I b Fotokopi identitas (KTP)
i A -;-_., €. Harus menyertakan Sural pengantar inslans: yang menyatakan keperluan permohonan data,
—_ i ) A

2. AJUKAN

Ajukan berkas permohonan pada jam kerja {08.00-15.00} ke salah satu dari channel berikut:

& Booth layanan infarmasi BPIW di Lobby Gedung G BPIW (kepada petugas jaga atau melalul
kotak saran dan pengaduan),

b Website BRIW, | 5

c.Emaili hkkompu bpiwE@pu.go.id

d.Whatsapp! D838-0874-7276,

. Stand layanan informasi di acara atau pamearan BPIW

3. TUNGGU

Tunggu selama permohonan Anda diproses :

. Verifikasi informasi publik! infarmast dikecualikan {untuk permohonan informasi).

b, Proses pengumgilan informasi paling lambat 10 hari dan dapat diperpanjang selama
7 hari dengan pembaritahiian

C Proses tidak dipungut biaya.

4. TERIMA

a. Pernahon menenma jvwaban dari P_.Eﬁ,il.'ln Hukum, Kerjasama, Komunikasi Pubilik dan Data
dan Teknologi Informasi BRPIW
b.Puas - selesal

c Tidak puas - pemohon dapat mengajukan keberatan yang diajukan kepada channel-channel
di atas

(3 bpiwpugoid () @pubpiw  ©) @putpiv () PU_BPW () BPIW Kementerian PU



